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KATA PENGANTAR

Dengan telah berakhirnya pelaksanaan tahun anggaran 2018, Pengadilan Negeri
Tanjung Balai Karimun bertanggung jawab untuk menyusun Laporan Kinerja Instansi
Pemerintah (LKJIP) berdasarkan Instruksi Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang
Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014
Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan LKjIP ini selain memenuhi agenda reformasi
birokrasi Mahkamah Agung pada area Akuntabilitas manajemen kinerja juga merupakan
suatu kewajiban pertanggung jawaban guna mewujudkan penyelenggaraan peradilan yang
transparansi, akuntabel, bersih, professional, semangat pelayanan public, dan integritas
pengabdian dibidang penegakan hokum untuk mencapai visi dan misi pengadilan. Selama
tahun 2018 Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun telah melaksanakan berbagai program
dan kegiatan sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis Pengadilan Negeri Tanjung Balai
Karimun Tahun 2015-2019. Yang diterjemahkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2018 yang
terdiri dari 4 Sasaran Strategis. Dalam LKjIP ini akan dijabarkan Rencana Kinerja beserta
analisis Capaian Kinerja Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun tahun pada 2018.

Kami berharap LKjIP Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun ini dapat memenuhi
harapan sebagai pertanggung jawaban kami kepada masyarakat dengan adanya transparansi
dan analisis pencapaian target dalam Indikator Kinerja Utama sehingga ukuran realisasi
kinerja yang telah ditetapkan dapat menjadi pendorong peningkatan kinerja Pengadilan. Pada
akhirnya kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang membantu dalam
penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini semoga kedepannya LkjIP ini dapat

menjadi acuan dalam mengukur pencapaian target dan realisasi kinerja.

Tanjung Balai Karimun, 25 Januari 2019
Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimu
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IKHTISAR EKSEKUTIF

Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun selama tahun 2018 telah berhasil

melaksanakan misi dalam rangkan mencapai tujuan dan sasaran strategis yang telah

ditetapkan. Dengan ditetapkannya 4 sasaran strategis yang sesuai dengan visi dan misi maka
kinerja menjadi lebih terarah dan akuntabel. Sasaran strategis tersebut diukur menggunakan
target kinerja pada 14 indikator kinerja.

Secara umum dapat disimpulkan bahwa dari ke 4 sasaran strategis yang ditetapkan

tersebut, indek capaian keberhasilan sasaran strategis tersebut hanya sebagian . dapat

dijelaskan sebagai berikut:
Tabel Rencana Strategis tahun 2018
SASARAN INDIKATOR TARGET | REALISASI | CAPAIAN
1 Terwujudnya Persentase sisa perkara yang
proses peradilan diselesaikan
yang pasti Perdata 100% 100% 100%
transparan dan Pidana 100% 100% 100%
Akuntabel
Persentase perkara
Perdata 98% 93.54% 95.44%
Pidana 100% 84.53% 84.53%
Yang diselesaikan tepat waktu
Persentase penurunan sisa perkara
Perdata 100% -100% -100%
Pidana 100% -74% -74%
Persentase Perkara yang tidak
mengajukan upaya hukum
Banding 97,50% 93,31% 95,70%
Kasasi 98.55% 97,66% 99%
PK 99,50% 98,24% 98,73%
Persentase perkara anak yang 1% 9% 100%
diselesaikan dengan diversi
Indek responden pencari keadilan 75% 73,56% 77,43%
yang puas terhadap layanan
peradilan
Rata- rata capaian 94,53%




2 Peningkatan a. Persentase isi putusan yang diterima 100% 100% 100%
efektifitas oleh para pihak tepat waktu
pengelolaan
penyelesaian
perkara
b. Persentase perkara yang diselesaikan 15% 17,39% 100%
melalui mediasi
c. Persentase berkas perkara yang 100% 100% 100%
diajukan Banding, Kasasi dan PK
secara lengkap dan tepat waktu
d.Persentase putusan perkara yang 100% 100% 100%
menarik perhatian masyarakat yang
dapat diakses secara oneline dalam
waktu 1 hari setelah diputus
Rata-rata Capaian 100%
3. Meningkatnya | a. Persentase perkara prodeo yang 50% 0% 0%
| akses diselesaikan
peradilan bagi
masyarakat
miskin  dan
terpinggirkan
b. Persentase perkara yang diselesaikan - - -
diluar gedung Pengadilan
c. Persentase Pencari keadilan golongan 100% 100% 100%
tertentu yang mendapat layanan
Bantuan Hukum (Posbakum)
Rata — rata Capaian 100%
4 Meningkatnya | Persentase putusan perkara perdata yang 99.60% 46% 46,18%
kepatuhan ditindaklanjuti (dieksekusi)
terhadap
putusan
pengadilan
Rata-rata capaian 46,18%
Rata-rata capaian sasaran 4 strategis 85,17%
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BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Daerah Karimun awalnya merupakan bagian dari wilayah hukum Pengadilan
Negeri Tanjung Pinang, seiring dengan perkembangan dan kemajuan Propinsi Riau
pada umumnya dan memperhatikan jumlah penduduk, luas wilayah, potensi Ekonomi
sosial budaya, sosial politik dan meningkatnya beban tugas serta volume kerja dibidang
penyelenggaraan Pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan maka dibentuklah
Kabupaten Karimun yang merupakan pemekaran dari Kabupaten Kepulauan Riau pada
tanggal 4 Oktober 1999.

Pembentukan Kabupaten Karimun ini bersamaan dengan terbentuknya
beberapa Kabupaten yang berada di wilayah Provinsi Riau dan Provinsi Kepulauan Riau
sesuai dengan amanat Undang-Undang RI Nomor 53 Tahun 1999 yaitu tentang
Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir,
Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi
dan Kota Batam.

Setelah terbentuknya Kabupaten Karimun, keluarlah Keputusan Presiden
Nomor : 99 tahun 2003 tanggal 2 Desember 2003, tentang Pembentukan Pengadilan
Sengeti, Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian dan Pengadilan Negeri Tanjung Balai
Karimun. Pada tahun 2004 dibangun Gedung Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun
oleh Menteri Kehakiman RI diatas tanah milik Pemerintah Kabupaten Karimun seluas +
5.000 m2 terletak di Jalan Jenderal Sudirman Poros Tanjung Balai Karimun.

Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun diresmikan pada tanggal 9 Agustus
2004 oleh Prof. DR. Bagir manan, SH, McL Ketua Mahkamah Agung RI, dengan
diresmikannya Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun, maka tuntutan masyarakat
pencari keadilan di Kabupaten Karimun telah terwujud.

Dengan digulirkannya tunjangan khusus yang berbasis kinerja Pengadilan
dituntut untuk memperbaiki pelayanan kepada masyarakat sebagai bentuk pelayanan
publik, yang dimulai dari peningkatan seluruh aspek pelayanan sebagai produk
pelayanan instansi/lembaga kepada masyarakat pencari keadilan. Dalam peningkatan
pelayanan harus didukung oleh Sumber Daya Manusia (SDM) yang profesional,

memiliki
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akuntabilitas kepada mitra kerja, yang dilaksanakan oleh seluruh komponen yang
termasuk kedalam jajaran aparatur peradilan.

Pelaksanaan birokrasi peradilan akan terwujud apabila ditata dalam suatu
sistim perencanaan disertai dengan perwujudan sistim akuntabilitas. Oleh karena itu
perencanaan dan akuntabilitas mutlak adanya.

Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah merupakan jawaban dalam birokrasi melalui program-program yang telah
disusun untuk mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi serta
peranannya dalam pengelolaan sumber daya, anggaran maupun kewenangan dalam
melayani pencari keadian.

Salah satu unsur pokok penjabaran sistim Akuntabilitas adalah penyusunan
Rencana Strategis (Renstra) dengan berbasis kinerja yag merupakan pedoman
pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, untuk mewujudkan kegiatan yang dilaksanakan
secara terencana dan terukur dan teruji.

Untuk itulah Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun membentuk
komitmen yang mengedepankan prinsip transparansi dan akuntabilitas, maka Pengadilan
Negeri Tanjung Balai Karimun perlu untuk menyampaikan laporan Kinerja Instansi
Pemerintah (LKjIP).

TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun sebagai Badan Peradilan Umum
Tingkat Pertama yang melaksanakan kekuasaan kehakiman terlepas dari pengaruh
Pemerintah dan pengaruh luar lainnya sebagai lembaga yudikatif mempunyai tugas dan
fungsi menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkra-perkara pidana
maupun perdata yag diajukan. Sedangkan dalam bidang administrasi yang
diselenggarakan oleh Kepaniteraan Pengadilan dibawah pimpinan Panitera/Sekretaris
mempunyai tugas pelayanan dibidang teknis administrasi perkara dan administrasi
peradilan lainnya dengan fungsi menjalankan manajerial dan operatif pada sebuah
Peradilan.
Pengadilan Negeri sebagai badan yang melaksanakan kekuasaan Kehakiman, adalah
merupakan Pengadilan Tingkat Pertama, dalam melaksanakan tugasnya terlepas dari
pengaruh Pemerintah dan pengaruh luar lain sesuai Undang-Undang Nomor 4 Tahun
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2004 yang telah diubah yang telah diubah dengan UU No. 48 Tahun 2009 tentang
Kekuasaan Kehakiman.

1. Fungsi.

Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun sebagai lembaga peradilan tingkat

pertama mempunyai fungsi utama yaitu :

S

Fungsi Peradilan
a. Menerima, memeriksa, mengadili dan memutus perkara.

b. Mengajukan berkas perkara yag mengajukan upaya hukum ke Tingkat
Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali (PK).

c. Melaksanakan putusan (eksekusi) terhadap putusan yang telah mempunyai
kekuatan hukum tetap.

Fungsi Nasehat.

a. Pengadilan Negeri dapat memberi nasehat atau pertimbangan dalam bidang
hukum kepada lembaga pemerintah daerah lembaga lain yang meminta
(Undang-Undang No. 4 Tahun 2004).

b. Melakukan Pengawasan terhadap para Narapidana yang menjalani pidana di
Rutan / Lembaga pemasyarakatan di wilayah hukumnya.

Fungsi Administratif.

Pengadilan Negeri wajib mempertanggung jawabkan secara organisatoris,
administrative dan finansial kepada Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung.

Fungsi lain.

Selain tugas pokok untuk menerima, memeriksa, mengadili dan memutus perkara
berdasarkan Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 dan No. 8 tahun 2004,
Pengadilan Negeri dapat diserahi tugas dan kewenangan lain berdasarkan
Undang-Undang.
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C. STRUKTUR ORGANISASI

Bentuk organisasi Pengadilan Negeri diatur dalam bentuk berbagai peraturan perundang-
undangan, yaitu Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum dan Perma Nomor 7
Tahun 2015 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kepaniteraan Dan Kesekretariatan
Peradilan adalah sebagai berikut :

1. Ketua Pengadilan

Ketua Pengadilan sebagai pimpinan Pengadilan negeri Tanjung Balai Karimun
bertanggung jawab atas terselenggaranya administrasi perkara pada Pengadilan. Ketua
Pengadilan melaksanakan pengawasan terhadap penyelenggaraan peradilan Peradilan
Tingkat Pertama yang dibantu oleh Wakil Ketua Pengadilan Tanjung Balai Karimun.
Ketua Pengadilan menunjuk Hakim sebagai juru bicara pengadilan untuk memberikan
penjelasan tentang hal-hal yang berhubungan dengan pengadilan. dan Sebagai
pelaksana administrasi perkara, Ketua Pengadilan menyerahkan kepada Panitera

Pengadilan Tanjung Balai Karimun;
2. Wakil Ketua Pengadilan, memiliki tugas antara lain:

a. Membantu Ketua dalam membuat program kerja jangka pendek dan jangka
panjang, pelaksanaannya serta pengorganisasiannya.

b. Melaksanakan tugas Ketua apabila Ketua berhalangan.

c. Melaksanakan tugas yang didelegasikan oleh Ketua .

d. Melakukan pengawasan intern untuk mengamati apakah pelaksanaan tugas telah
dikerjakan sesuai dengan rencana kerja dan ketentuan yang berlaku serta
melaporkan hasil pengawasan tersebut kepada ketua.

3. Hakim.

Adalah Pejabat Fungsional Pengadilan dan melaksanakan tugasnya sesuai peritah
pimpinan Pengadilan berdasarkan Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 Jo Undang-
undang Nomor 48 Tahun 2009, yang bertugas menetapkan Hari Sidang, memeriksa
dan mengadili berkas perkara yang diberikan kepadanya serta menyelesaikan semua
perkara yang diajukan kepadanya, bertanggung jawab atas pembuatan dan kebenaran
berita acara persidangan serta menanda tanganinya, mengemukakan pendapat dalam

4
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musyawarah, Hakim wajib menandatangani putusan yang sudah diucapkan dalam
persidangan, melaksanakan pembinaan dan mengawasi bidang Hukum, Perdata, dan
Pidana serta , Subbagian Perencanaan, Teknologi Informasi, dan Pelaporan, Subbagian
Kepegawaian,Organisasi dan tata laksana serta Subbagian Umum dan Keuangan yang
ditugaskan kepadanya untuk dilaporkan secara periodik kepada Ketua Pengadilan ;

4. Panitera adalah aparatur tata usaha negara yang dalam menjalankan tugas dan
fungsinya berada di bawah dan tanggung jawab Ketua Pengadilan Negeri Tanjung
Balai Karimun, yang mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan di bidang
teknis dan administrasi perkara serta menyelesaikan surat-surat yang berkaitan dengan
perkara. Panitera Pengadilan Negeri Tanjung Balai karimun menyelenggarakan fungsi:

a. Pelaksanaan koordinasi, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan tugas dalam
pemberian dukungan di bidang teknis;

b. Pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara perdata;
c. Pelaksananaan pengelolaan administrasi perkara pidana;
d. Pelaksananaan pengelolaan administrasi perkara khusus;

e. Pelaksananaan pengelolaan administrasi perkara, penyajian data perkara, dan

transparansi perkara;

f. Pelaksanaan administrasi keuangan yang berasal dari APBN dalam program teknis
dan keuangan perkara yang ditetapkan berdasarkan peraturan dan
perundangundangan, minutasi, evaluasi dan administrasi Kepaniteraan;

g. Pelaksanaan mediasi;
h. pembinaan teknis kepaniteraan dan kejurusitaan; dan
i. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Ketua Pengadilan Negeri.

5. Sekretaris adalah aparatur tata usaha negara yang dalam menjalankan tugas dan
fungsinya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua Pengadilan Negeri,
Sekretaris Pengadilan Negeri mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan di
bidang administrasi, organisasi, keuangan, sumber daya manusia, serta sarana dan

prasarana di lingkungan Pengadilan Negeri.
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6. Panitera Muda Perdata mempunyai tugas melaksanakan administrasi perkara di bidang

7.

perdata. Dalam melaksanakan tugas Panitera Muda Perdata menyelenggarakan fungsi:

: 8
2

10.

11.

12.

pelaksanaan pemeriksaan dan penelaahan kelengkapan berkas perkara perdata
pelaksanaan registrasi perkara gugatan dan permohonan

pelaksanaan distribusi perkara yang telah diregister untuk diteruskan kepada
Ketua Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Penunjukkan Majelis Hakim dari
Ketua Pengadilan

pelaksanaan penerimaan kembali berkas perkara yang sudah diputus dan
diminutasi

pelaksanaan pemberitahuan isi putusan tingkat pertama kepada para pihak yang
tidak hadir

pelaksanaan penyampaian pemberitahuan putusan tingkat banding, kasasi dan
peninjauan kembali kepada para pihak

pelaksanaan penerimaan dan pengiriman berkas perkara yang dimohonkan
banding, kasasi dan peninjauan kembali

pelaksanaan pengawasan terhadap pemberitahuan isi putusan upaya hukum
kepada para pihak dan menyampaikan relas penyerahan isi putusan kepada
Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung

pelaksanaan penerimaan permohonan eksekusi

pelaksanaan penyimpanan berkas perkara yang belum mempunyai kekuatan
hukum tetap

pelaksanaan penyerahan berkas perkara yang sudah berkekuatan hukum tetap
kepada Panitera Muda Hukum;

pelaksanaan urusan tata usaha kepaniteraan; dan n. pelaksanaan fungsi lain yang
diberikan oleh Panitera

Panitera Muda Pidana mempunyai tugas melaksanakan administrasi perkara di bidang
pidana. Dalam melaksanakan tugas, Panitera Muda Pidana menyelenggarakan fungsi:

Pelaksanaan pemeriksaan dan penelaahan kelengkapan berkas perkara pidana;

2. Pelaksanaan registrasi perkara pidana;
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3

10.

11.

12;

13.

14.

15.

Pelaksanaan penerimaan permohonan praperadilan dan pemberitahuan kepada

termohon;

Pelaksanaan distribusi perkara yang telah diregister untuk diteruskan kepada
Ketua Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Penunjukkan Majelis Hakim dari

Ketua Pengadilan;

Pelaksanaan penghitungan, penyiapan dan pengiriman penetapan penahanan,
perpanjangan penahanan dan penangguhan penahanan;

Pelaksanaan penerimaan permohonan ijin penggeledahan dan ijin penyitaan dari
penyidik;

Pelaksanaan penerimaan kembali berkas perkara yang sudah diputus dan
diminutasi;

Pelaksanaan pemberitahuan isi putusan tingkat pertama kepada para pihak yang

tidak hadir;

Pelaksanaan penyampaian pemberitahuan putusan tingkat banding, kasasi dan
peninjauan kembali kepada para pihak;

Pelaksanaan penerimaan dan pengiriman berkas perkara yang dimohonkan

banding, kasasi dan peninjauan kembali;

Pelaksanaan pengawasan terhadap pemberitahuan isi putusan upaya hukum
kepada para pihak dan menyampaikan relas penyerahan isi putusan kepada
Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung;

Pelaksanaan pemberitahuan isi putusan upaya hukum kepada Jaksa Penuntut
Umum dan Terdakwa;

Pelaksanaan penerimaan permohonan eksekusi;

Pelaksanaan penyimpanan berkas perkara yang belum mempunyai kekuatan
hukum tetap;

Pelaksanaan penyerahan berkas perkara yang sudah berkekuatan hukum tetap
kepada Panitera Muda Hukum;
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. R

10.

§ &

12.

16. Pelaksanaan urusan tata usaha kepaniteraan; dan
17. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panitera.

Panitera Muda Hukum mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan, pengolahan
dan penyajian data perkara, penataan arsip perkara serta pelaporan. Dalam
melaksanakan tugas, Panitera Muda Hukum menyelenggarakan fungsi:

Pelaksanaan pengumpulan, pengelolaan dan penyajian data perkara;
Pelaksanaan penyajian statistik perkara;

Pelaksanaan penyusunan dan pengiriman pelaporan perkara;

Pelaksanaan penataan, penyimpanan dan pemeliharaan arsip perkara;
Pelaksanaan kerja sama dengan Arsip Daerah untuk penitipan berkas perkara,

Pelaksanaan penyiapan, pengelolaan dan penyajian bahan-bahan yang berkaitan
dengan transparansi perkara.

Pelaksanaan penghimpunan pengaduan dari masyarakat, hubungan masyarakat dan;
Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panitera

Subbagian Perencanaan, Teknologi Informasi, dan Pelaporan mempunyai tugas
melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan perencanaan, program, dan anggaran,
pengelolaan teknologi informasi, dan statistik, serta pelaksanaan pemantauan,
evaluasi dan dokumentasi serta pelaporan.

Subbagian Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana mempunyai tugas
melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan urusan kepegawaian, penataan organisasi
dan tata laksana

Subbagian Umum dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan
pelaksanaan urusan surat menyurat, arsip, perlengkapan, rumah tangga, keamanan,

keprotokolan, hubungan masyarakat, perpustakaan, serta pengelolaan keuangan.

Panitera Pengganti adalah aparatur negara fungsional yang mempunyai tugas
membantu Hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya sidang Pengadilan
bertugas membantu Hakim dalam hal membuat penetapan hari sidang, membuat
penetapan terdakwa tetap ditahan, dikeluarkan dari tahanan atau dirubah jenis
penahanannya, membuat berita acara sidang, mengetik putusan, dan petikan Putusan

it E
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Perkara yang sudah putus berikut amar putusannya dan menyerahkan berkas perkara
kepada Panitera Muda Pidana dan Panitera Muada Perdata bila telah selesai dimutasi.

13. Jurusita adalah bertugas untuk melaksanakan semua perintah yang diberikan oleh
Hakim Ketua Majelis, menyampaikan pengumuman-pengumuman, teguran-teguran,
protes-protes dan pemberitahuan putusan pengadilan, melakukan penyitaan atas
perintah Ketua Pengadilan Negeri, membuat berita acara penyitaan, yang salinannya
kemudian diberikan kepada pihak-pihak terkait.
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D. ASPEK STRATEGIS ORGANISASI

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Pengadilan Negeri Tanjung

Balai Karimun masih dihadapkan pada beberapa kondisi objektif yang harus diselesaikan
untuk meningkatkan kinerja Pengadilan. Berikut ini beberapa aspek Strategis antara lain :

a.

Produktifitas Penyelesaian Perkara.

Dalam penyelesaian perkara mahkamah agung telah mengeluarkan surat edaran No.
2 Tahun 2014 tentang, dalam surat edaran tersebut bahwa penyelesaian perkara pada
Pengadilan tingkat pertama paling lambat 5 bulan dan proses penyelesaian perkara
harus cepat serta dituntut tepat waktu. Dari dasar hukum tersebut diatas ini
memungkinkan semua pengadilan menegaskan kepada aparaturnya untuk berupaya
menerapkan peraturan tersebut. Upaya yang ditempuh untuk meningkatkan
produktifitas penyelesaian perkara yang diselesaikan tepat waktu diperlukan
mekanisme percepatan penyelesaian perkara yang Akuntabel yang berpedoman
dengan kebijakan surat edaran MA tentang penyelesaian perkara dipengadilan
tingkat pertama dan Tingkat Banding pada 4 lingkungan peradilan dan ini
merupakan kebijakan pimpinan untuk memacu tingkat minutasi perkara dan
meningkatkan kinerja yang akuntabel, Upaya lain yaitu menerapkan Kebijakan
membuat Standar Operasional Prosedur (SOP) penyelesaian perkara di Pengadilan
Negeri Tanjung Balai Karimun. Dengan begitu produktifitas penyelesaian perkara
akan meningkat karena ada acuan yang berstandar yang merupakan komitmen

bersama.

Manajeman Penanganan Perkara.

Saat ini Mahkamah Agung sudah berupaya meningkatkan kinerja peradilan
dibawahnya melalui Case Manajemen Sistem dimana suatu manajemen yang
menangani proses perkara dipengadilan secara elektronik, system yang dibuat
dengan memanfaatkan teknologi informasi yang bernama Sistem Informasi
Penelusuran Perkara (SIPP) serta Monitoring Implementasi SIPP (MIS) dan
Direktori Putusan, dimana system ini sudah diberlakukan di semua Pengadilan dan
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dari semua pengadilan Negeri harus bersaing untuk meningkatkan manajemen
penanganan perkara dan kinerja melalui evaluasi yang dilakukan oleh Dirjen
Badilum, Sistem manajemen ini dibuat untuk membantu penyimpanan dan pencarian
data perkara secara elektronik agar tertib administrasi juga sebagai monitoring
perkara yang sedang berjalan dan minutasi serta setiap putusan bisa langsung diliat
oleh publik. Berbagai Upaya yang diambil oleh setiap pengadilan untuk
meningkatkan kinerja dengan keefektifan penggunaan system termasuk Pengadilan
Negeri Tanjung Balai Karimun salah satunya adalah membuat kebijakan dengan
menggerakkan atau mengkoordinir aparatur untuk melakukan one publis one minut
dan memonitoring kinerja aparatur dan memberi sanksi apabila aparatur melanggar
dengan cara membuat SOP tentang manajemen penanganan perkara.

c. Penerimaan masyarakat terhadap putusan pengadilan.

Kepuasan masyarakat terhadap penerimaan putusan pengadilan masih rendah karena
putusan yang dibuat masih belum mencerminkan rasa keadilan, dimana masih
adanya masyarakat mengajukan upaya hukum Banding, Kasasi dan PK. Aspek
strategis ini yang menuntut setiap badan peradilan meningkatkan rasa kepuasan
masyarakat dengan berbagai upaya, salah satu upaya yang bisa dilakukan adalah
memberi kesempatan kepada Hakim untuk mengikuti diklat teknis dalam hal hukum
formil dan materil untuk meningkatkan kinerja dalam mengeluarkan putusan yang
berkwalitas yang penuh dengan rasa keadilan. Disamping itu juga hakim harus
dididik agar mengadili suatu perkara harus mengutamakan kode etik yang bebas dan
tidak memihak serta bebas dari korupsi.

d. Akses terhadap pengadilan bagi pencari keadilan.

Seluruh Pengadilan berkomitmen memberi layanan yang mudah, murah dan
terjangkau dan mudah diakses apabila dibutuhkan informasi. Informasi diperoleh
bisa berupa pemberitahuan dari meja informasi, atau informasi secara elektronik
melalui Website karena setiap website di pengadilan menampilkan informasi yang
universal khusus prosedur berperkara di pengadilan dan proses layanan Bantuan
Hukum.
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Penguatan akses terhadap pengadilan merupakan salah satu komitmen yang ingin
diwujudkan oleh Mahkamah Agung RI dengan tujuan:

a. Memberi kemudahan akses informasi kepada pencari keadilan.

b.Meringankan beban biaya berperkara untuk masyarakat miskin dan terpinggirkan.

Namun upaya Mahkamah agung tersebut belum sepenuhnya optimal, Faktor
penghambat adalah kurangnya pemahaman masyarakat dalam memanfaatkan
teknologi informasi mengenai prosedur dipengadilan, sehingga masyarakat sebagian
besar belum mengetahui informasi dipengadilan, akses yang diberikan didalam
website sulit dimengerti sehingga masyarakat untuk mendapatkan informasi harus
langsung kepengadilan agar merasa puas, khususnya bagi masyarakat miskin dan
terpinggirkan, kebijakan yang diberikan untuk meningkatkan layanan Bantuan
Hukum termuat dalam surat edaran Mahkamah Agung No. 10 tahun 2010 tentang
pedoman Pemberian Bantuan Hukum yang menyebutkan mekanisme pemberian
bantuan hukum yaitu penyediaan layanan pos bantuan hukum, pemberian bantuan
jasa advokad, pembebasan biaya perkara melalui fasilitas prodeo dan pelaksanaan
sidang keliling dan penyediaan tempat sidang diluar kantor pengadilan. Berbagai
upaya yang dilakukan oleh semua pengadilan untuk memberi informasi agar
masyarakat mendapatkan informasi lengkap terus dilakukan oleh seluruh peradilan,
termasuk Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun upaya yang ditempuh telah
disediakan meja informasi dengan perangkat teknologi informasi berupa website
yang menjelaskan prosedur dan fasilitas yang ada dipengadilan, kebijakan lain yang
perlu ditempuh adalah dengan memberi sosialisasi dan pengetahuan kepada
masyarakat tentang pedoman pelayanan infomasi sebagaimana SK Ketua MA No.
144/KMA/SK/1/2011 kepada masyarakat sehingga masyarakat tau prosedur
Pengadilan dalam mendapatkan bantuan hukum dan mengakses informasi.

e. Sumber Daya Manusia

Faktor yang mempengaruhi naik turunnya kinerja pengadilan salah satunya adalah
Sumber Daya Manusia, Seluruh Peradilan diindonesia mengharapkan Sumber Daya
Manusia yang tangguh dan berkualitas, akuntabel, professional, integritas,
responsive, inovatif dan lain-lain, nilai-nilai tersebut merupakan nilai universal

peradilan yang diterapkan kepada aparaturnya. Aspek ini merupakan aspek yang
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tidak bisa terlepas dari penilaian kinerja dilingkungan peradilan, namun terlepas
masalah yang selalu dihadapi dengan keadaan kekurangan tenaga, tidak menjadi
penghalang dalam mencapai visi dan misi pengadilan, kerena masih banyak upaya
yang ditempuh untuk mengatasi masalah tersebut yaitu salah satunya ada penguatan
Sumber Daya Manusia dengan pengefektifan SDM yang ada, begitu juga yang
terjadi di pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun, belum lagi pengendalian dalam
keadaan rendahnya kwalitas dan beban kerja yang tidak merata dan posisi karir yang
tidak sesuai dengan beban kerja ini memungkinkan setiap pengadilan harus
mengambil kebijakan strategis bagaimana berubah budaya kerja tersebut. Berbagai
kebijakan yang perlu diambil adalah memberi kesempatan kepada aparatur untuk
mengikuti diklat atau sosialisasi dan melakukan pembinaan dan pengawasan rutin
serta evaluasi terhadap kinerja aparatur pengadilan, dan juga penempatan SDM
sesuai dengan keahliannya, melakukan pemerataan terhadap beban kerja, berupaya
mengusulkan selalu permintaan tenaga teknis dan non teknis kepada MA serta
berupaya menciptakan rasa tanggung jawab terhadap pekerjaan dan rasa kesadaran
kerja yang tinggi.

E. PERMASALAHAN UTAMA (STRATEGIC ISSUED)

Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun sebagai Badan Peradilan Umum
Tingkat Pertama yang melaksanakan kekuasaan kehakiman terlepas dari pengaruh
Pemerintah dan pengaruh luar lainnya sesuai Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004
yang telah diubah yang telah diubah dengan UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan
Kehakiman, sebagai lembaga yudikatif Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun
mempunyai tugas dan fungsi menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan
perkara-perkara pidana maupun perdata yag diajukan. Sedangkan dalam bidang
administrasi yang diselenggarakan oleh Kepaniteraan dibawah pimpinan Panitera dan
Kesekretariatan dibawah pimpinan Sekretaris Bagian Kepaniteraan mempunyai tugas
pelayanan dibidang teknis dan administrasi perkara dan administrasi peradilan lainnya
dan Kesekretarian bertugas menjalankan pelayanan dibidang non teknis dan administrasi
umum dan operasional dan non operasinal kantor. Masalah objektif yang menjadi
masalah disemua peradilan termasuk di Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun isu
strategis yang selalu terjadi sebagai berikut:
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1. Produktifitas penyelesaian perkara pidana maupun perdata masih rendah.
Dalam penyelesaian perkara mahkamah agung telah mengeluarkan surat edaran No. 2
Tahun 2014 tentang, dalam surat edaran tersebut bahwa penyelesaian perkara pada
Pengadilan tingkat pertama paling lambat 5 bulan namun yang menjadi masalah
adalah masih ada penyelesaian perkara yang tidak tepat waktu dimana masih ditemui
perkara yang proses persidangan memakan waktu yang lama dan putus lebih dari 5
bulan serta perkara telah putus tetapi terlambat minutasi dikarenakan berita acara
yang belum selesai, masalah tersebut menurunkan nilai evaluasi kinerja sehingga

melemahnya produktifitas penyelesaian perkara.

2. Manajemen penanganan perkara yang masih belum optimal.

Mahkamah Agung RI sudah berupaya meningkatkan kinerja peradilan melalui Case
Manajemen Sistem sudah dibuat sedemikian baik untuk membantu kinerja aparatur,
dimana merupakan suatu manajemen yang menangani proses perkara dipengadilan
secara elektronik, dengan memanfaatkan teknologi informasi yang bernama Sistem
Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) serta Monitoring Implementasi SIPP (MIS) dan
Direktori Putusan, yang telah diberlakukan di Pengadilan Negeri Tanjung Balai
Karimun, Namun dalam prakteknya masih ditemui masalah yang dihadapi yaitu
system yang berjalan belum efektif, kerena tidak ada jaminan proses penyelesaian
perkara secara cepat, dimana masih ditemui beberapa perkara yang diatas 5 bulan
masih dalam proses persidangan, sementara dalam system manajemen perkara
mengarahkan bagaimana penyelesaian perkara tepat waktu sehingga berperkara cepat
tercapai dan menciptakan rasa keadilan bagi masyarakat. Masalah lain yang dihadapi
adalah pemanfaatan teknologi informasi perkara masih belum maksimal karena
lemahnya etos kerja dalam memanfaatkan teknologi informasi, masalah lain masih
terdapat kekurangan system, system yang dibuat masih banyak membutuhkan
penyesuaian kebutuhan lapangan dimana masalah yang ditemui ketidaksesuaian
manual dengan system informasi tersebut. Masalah lain yang selalu muncul yaitu
minimnya kepatuhan aparatur peradilan dalam pengisian SIPP padahal data yang
diminta system harus tepat waktu 1x 24 jam, sementara pengisian data kedalam SIPP
sering terlambat ini membuat menurunnya nilai statistic dan evaluasi perkara,

sehingga akses public terhadap perkara putus 1x24 jam belum bisa tercapai.

15




LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH PENGADILAN NEGERI TANJUNG BALAI KARINUN TAHUN 2018

3. Rendahnya kepercayaan pencari keadilan terhadap badan peradilan.

Banyak diantara aparatur badan peradilan yang lain melakukan praktek korupsi
sehingga memunculkan isu bahwa badan peradilan tidak bersih dan berdampak di
Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun, dimana masyarakat menilai banyak
putusan yang dikeluarkan masih belum mencerminkan rasa keadilan terhadap pencari
keadilan, banyak diantara para pihak menilai hakim memutuskan tidak berdasarkan
keadilan dan memihak dalam perkara sehingga masyarakat menuntut sebuah keadilan
yang bersih dan bebas dari korupsi, dan menjadikan putusan hakim belum
sepunuhnya memenuhi rasa keadilan. inilah factor penyebab rendahnya kepuasan
Rendahnya kepuasan Masyarakat terhadap putusan pengadilan, sehingga masyarakat
pencari keadilan menempuh upaya hukum banding, kasasi dan PK.

4. Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap prosedur di Pengadilan dan pemanfaatan

teknologi informasi.

Masalah yang sering dihadapi kurang pemahaman masyarakat dalam memanfaatkan
teknologi informasi mengenai prosedur dipengadilan khususnya dalam akses
informasi kepada pencari keadilan dan bantuan hukum terhadap masyarakat miskin
dan terpinggirkan, akses yang diberikan didalam website sulit dimengerti sehingga
masyarakat untuk mendapatkan informasi harus langsung kepengadilan agar merasa
puas, selama ini anggaran perkara prodeo yang tersedia sulit di realisasi karena
msyarakat jarang mengajukan perkara prodeo karena banyak factor, kebijakan yang
diberikan untuk meningkatkan layanan Bantuan Hukum termuat dalam surat edaran
Mahkamah Agung No. 10 tahun 2010 tentang pedoman Pemberian Bantuan Hukum
yang menyebutkan mekanisme pemberian bantuan hukum yaitu penyediaan layanan
pos bantuan hukum, pemberian bantuan jasa advokad, pembebasan biaya perkara
melalui fasilitas prodeo dan pelaksanaan sidang keliling dan penyediaan tempat
sidang diluar kantor pengadilan kurang optimal.

5. Kwalitas Sumber Daya yang masih lemah.

Penyebab utama Lemahnya Sumber Daya Manusia yaitu lemahnya Etos kerja, pola
karir yang tidak sesuai dengan pekerjaan, kurang pemahaman terhadap kebijakan dan
kurangnya penguasaan terhadap teknologi informasi dan beban kerja yang belum
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merata serta nilai-nilai peradilan yang belum sepenuhnya dijalankan oleh aparatur
peradilan menjadi masalah diseluruh Pengadilan Negeri termasuk Pengadilan Negeri
Tanjung Balai Karimun, disamping itu juga masalah yang terjadi kekurangan jumlah
tenaga baik teknis maupun non teknis. dimana pengadilan Negeri masih kekurangan
Panitera Pengganti dan Jurusita sementara perkara yang masuk tiap tahun bertambah
sehingga jumlah Rasio Majelis tidak sebanding dengan banyaknya perkara masuk.
Begitu juga jumlah Sumber Daya Manusia, dimana tugas staf diisi oleh tenaga
honorer, belum lagi masalah pada kurangnya kwalitas SDM dalam bekerja dalam
pemahaman terhadap kebijakan teknis dan non teknis.

F. SISTEMATIKA PENYAJIAN

Pada dasarnya Laporan Kinerja ini mengkomunikasikan pencapaian kinerja Pengadilan
Negeri Tanjung Balai Karimun selama tahun 2018. Capaian kinerja 2018 tersebut
diperbandingkan dengan Penetapan Kinerja (permormance agreement) 2018 sebagai
tolak ukur keberhasilan tahunan organisasi. Analisis atas capaian kinerja terhadap
rencana kinerja ini akan memungkinkan diidentifikasikannya sejumlah celah kinerja
(performance gap) bagi perbaikan kinerja dimasa mendatang,

Dengan demikian sistimatikan penyajian Laporan Kinerja Pengadilan Negeri
Tanjung Balai Karimun tahun 2018 adalah sebagai berikut :

Pengantar.
Ikhtisar Eksekutif .
Daftar isi
BAB I Pendahuluan,
Pada bab ini disajikan penjelasan umum latar belakang masalah, tugas pokok
dan fungsu, struktur organisasi, aspek strategis organisasi serta permasalahan
utam (strategic issued) yang sedang dihadapi organisasi.
BAB Il  Ringkasan / Ikhtisar Perjanjian Kinerja Tahun 2018,
BAB III Akuntabilitas Kinerja, menjelaskan tentang analisis perbandingan pengukuran
kinerja dalam hal:
A. Capaian Kinerja Organisasi
Pada sub bab ini disajikan target dan realisasi kinerja tahun 2018,
membandingkan capaian kinerja 2018 dengan tahun lalu, membandingkan
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realisasi tahun 2018 dengan target jangka menengah, dan analisis
penyebab kegagalan dan keberhasilan, analisis penggunaan sumber daya

serta analisis program yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan.

B. Realisasi Anggaran
Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang
telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan

dokumen Perjanjian Kinerja.

BAB IV Penutup, menjelaskan kesimpulan umum atas capaian Kinerja Pengadilan
Negeri Tanjung Balai Karimun dimasa mendatang dan menguraikan
rekomendasi yang diperlukan bagi perbaikan kinerja dimasa mendatang untuk

meningkatkan kinerja.
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BABII
PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS 2015-2019

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu
sampai dengan lima tahun yaitu tahun 2015 sampai dengan 2019. Tujuan ditetapkan
mengacu kepada pernyataan visi dan misi Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun

Adapun tujuan yang hendak dicapai Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun adalah
sebagai berikut :

1. Pencari Keadilan merasa kebutuhan dan kepuasannya terpenuhi
2. Setiap pencari keadilan dapat menjangkau badan peradilan
3. Publik percaya bahwa PN Tanjung Balai Karimun memenuhi butir 1 dan 2 diatas.

Sasaran Strategis adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang
akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu lima tahun kedepan. sementara
Indikator Kinerja Utama (IKU) diperlukan sebagai tolak ukur atas keberhasilan sasaran
strategis dalam mencapai tujuan. Hasil reviu Rencana Strategis beserta IKU yang telah
di reviu adalah sebagai berikut:

1. Terwujudnya Proses Peradilan yang pasti, Transparan dan Akuntabel
Indikator untuk mengukur capaian sasaran ini adalah
a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan
- Pidana
- Perdata
b. Persentase perkara
- Perdata
- Pidana
Yang diselesaikan tepat waktu
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2.

3.

c. Persentase penurunan sisa perkara

- Perdata

- Pidana

d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum

- Banding
- Kasasi
-PK
e. Persentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan Diversi

f. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan

Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara.

Indikator untuk mengukur capaian sasaran ini adalah :

a. Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu

b. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi

c. Persentase berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi dan PK secara lengkap
dan tepat waktu

d. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat
diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah putus

Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan
Indikator untuk mengukur capaian sasaran ini adalah :

a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan

b. Persentase Perkara yang diselesaikan diluar Gedung Pengadilan

c. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang mendapat Layanan Bantuan

Hukum (Posbakum).
Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan Pengadilan

Indikator untuk mengukur capaian sasaran ini adalah :
Persentase Putusan Perkara Perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)
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Untuk mewujudkan visi, misi serta sasaran, perlu ditetapkan berbagai program
dan kegiatan yang mendukung pelaksanaan tugas-tugas. Adapun program dan kegiatan
pokok Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun mengacu pada Mahkamah Agung RI
adalah sebagai berikut :

I. Program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya
mahkamah agung
Kegiatan: Pembinaan administrasi dan pengelolaan keuangan Badan Urusan
Administrasi
Indikator kegiatan: Penyelenggaraan operasional kantor dan non operasional satker
Program dan kegiatan ini untuk mendukung capaian indikator kinerja:
e Persentase sisa perkara yang diselesaikan Perdata, Pidana
e Persentase perkara perdata,pidana yang diselesaikan tepat waktu
e Persentase penurunan sisa perkara Perdata, pidana
e Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding, kasasi, PK

e Persentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan Diversi

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung

Kegiatan Pokok : Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah

Agung.

Indikator kegiatan: Pengadaan perangkat pengolah data penunjang SIPP.

Program dan kegiatan ini untuk mendukung capaian indikator kinerja:

e Indek responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan

e Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat
diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah putus.

3. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum
Kegiatan Pokok : Peningkatan Manajemen Peradilan Umum

Indikator kegiatan: Perkara peradilan umum diselesaikan ditingkat pertama dan
banding dan Layanan Pos Bantuan Hukum serta pembebasan biaya perkara prodeo.
e Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu.

e Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi.
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e Persentase berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi dan PK secara
lengkap dan tepat waktu.

e Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan.

e Persentase perkara yang diselesaikan diluar gedung Pengadilan.

e Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan Bantuan
Hukum (Posbakum).

e Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)

Tabel 1. Visi, Misi, Iku, Sasaran Strategis dan Program Tahun 2015-2019

VISI
Terwujudnya Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang Agung

MISI
1. Menjaga kemandirian Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan di Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi di Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun
Tujuan Sasaran Strategis
Uraian Indikator Program Kegiatan
1. Terwujudnya Proses | a. Persentase sisa| Program Pembinaan
Pencari Peradilan yang pasti, perkara yang dukungan administrasi
keadilan Transparan dan diselesaikan manajemen dan
merasa Akuntabel - Pidana dan pengelolaan
kebutuhan - Perdata pelaksanaan keuangan
dan tugas teknis Badan
kepuasannya b. Persentase lainnya Urusan
terpenuhi perkara Perdata, mahkamah | Administrasi
Pidana Yang agung
diselesaikan
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tepat waktu

c. Persentase

penurunan  sisa
perkara Perdata

Pidana

Persentase
perkara  yang
tidak
mengajukan
upaya hukum
- Banding
- Kasasi
-PK

Persentase
perkara  pidana
anak yang
diselesaikan

dengan Diversi

Index responden
pencari keadilan
yang
terhadap layanan

puas

peradilan

Program
Peningkatan
Sarana dan
Prasarana
Aparatur
Mahkamah
Agung

Pengadaan
Sarana dan
Prasarana di
Lingkungan
Mahkamah
Agung

2. Peningkatan
Efektifitas
Pengelolaan

Penyelesaian

Persentase isi
putusan yang
diterima oleh

para pihak tepat

rogram
Peningkatan
Manajemen
Peradilan

Peningkatan
Manajemen
Peradilan

Umum
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Perkara

waktu

Umum

Persentase
perkara yang
diselesaikan

melalui mediasi

. Persentase

berkas  perkara
yang  diajukan
Banding, Kasasi
dan PK secara
lengkap dan
tepat waktu

Persentase
putusan perkara
yang
perhatian

menarik

masyarakat yang
dapat diakses
secara online
dalam waktu 1

hari setelah putus

Program
Peningkatan
Sarana dan
Prasarana
Aparatur
Mahkamah
Agung

Pengadaan
Sarana dan
Prasarana di
Lingkungan
Mahkamah
Agung

Setiap pencari
keadilan
dapat
menjangkau
badan
peradilan

3. Meningkatnya Akses
Peradilan bagi
Masyarakat Miskin
dan Terpinggirkan

Persentase
perkara
yang
diselesaikan

prodeo

'rogram
Peningkatan
Manajemen

Peradilan

Persentase
Perkara
diselesaikan
diluar  Gedung

Pengadilan

yang

Umum

Persentase

Pencari Keadilan

Peningkatan
Manajemen
Peradilan

Umum
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Golongan
Tertentu  yang
mendapat
Layanan Bantuan
Hukum
(Posbakum).

Public percaya
bahwa PN
tanjung Balai
Karimun
memenuhi
butir 1 dan 2
diatas

4. Meningkatnya
kepatuhan terhadap
putusan Pengadilan

Persentase Putusan

Perkara Perdata
yang ditindaklanjuti
(dieksekusi)




Visi :.Terwujudnya Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang Agung

Tabel 2. MATRIK REVIU KE- 3 RENCANA STRATEGIS TAHUN 2015 - 2019

PENGADILAN NEGERI TANJUNG BALAI KARIMUN.

Misi : 1. Menjaga kemandirian Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun.
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan.

3. Meningkatkan kwalitas kepemimpinan di pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun.

4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi di Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun.

Target Strategis
Tujuan sl Sasaran Target
Uraian Indikator Uraian Indikator kinerja Program Kegiatan Indikator Kegiatan Target Anggaran
kinerja 2015 2016 07 2018 2019
Pencari a Persentase 100% a sisa Program Pembinaan Penyelenggaraan 12 3.616,157.000
keadilan o = Proses. perkara  yang nga perask kantor layanan
merasa yang Peradilan yang diselesaikan : manajamen dan dan non
diselesarka
Fabigutian n: may = 100% 100% 100% 100% 0% | 9 peneslolenn opestion et
dan Perdata Transparan Pidana 100% 100% 100% 100% 100% pelaksanaan keuangan
kepuasanny Pidana dan Akuntabel tugas teknis Badan Urusan
2 terpenuhi lalnnya Administrasi
mahkamah
agung
b. Persen b. Persentase
tase perkara
perkar 8% Pardata 99,39% 100% 98,05% 98% 98%
a:
Perdat 100% Pidana 99.39% 100% $8,05% 100% 100%
a Yang
diselesaik
Pidana an tepat
Yang waity
diseles
alkan
tepat o
wakty
. Persentase c.Persentase
penurunan penurunan  sisa
sisa perkara:
porkara: -
-50% Perdata 100% ~50%
Perdata -50% Pidana 100% -50%
Pidana
d. Persentase d.Persentase
perkara yang perkara yang
Tidak Tidak
Mengajukan Mengajukan
Upaya Hukum Upaya Hukum :
95,50 ° 100% 98,50 989,60% 97,50% 95,50%
@ Banding Banding
98,60 ° 100% 100% 98,50% 98,55% 98,60%
®  Kasasi
99,60 ° 100% 100% 98,00% 99,50% 99,60%
PK
L
e. Persentase 1% e Persentase . - - % 1% <
Perkara Perkara  Pidana
Pidana Anak Anak yang
yang Diselesaikan
Diselesaikan dengan Divers|
dengan
Diversi
f. Index responden 78 f Index - 90% 95% 75% 78% Program Pengadaan Pengadaan 1 3.616.157.000
pencari responden Peningkstan
keadilan yang pencari Sarana  dan | Siana  dan perangkat layanan
puas terhadap keadilan yang di 1 data
layanan puas terhadap Aparatur
peradilan layanan Mahkamah Ungkungan penunjang SiPP
peradilan Agung Mahlamah
Agung
Public a Persentase 100% Peninglatan @ Persentase  Isl 100% 100% 100% 200% 100% Progrem 200 121.400.000
percaya Isi Putusan Efektivites Putusan Yang
bahwa PN Yang Pengelolaan Diterima Oleh Peningkatan manajemen perkara yang perkara
tanjung Diterima Penyelesaian para pihak Tepat
Balai Oleh pora Perkara
Karimun pihak peraditan umum ditingkat pertama
memenuhi Tepat umum
butir 1 dan Waktu
2 diatas
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b Persentase 15% b. Persentase 10% 10% 1% 15% 15%
Perkara
vty Perkara  yang
Diselesatka Disefesaikan
n melalui
Mediasi melalui Medlasi
¢ Persentase 100% . Persentase berkas 100% 100% 100% 100% 100%
berkas
. perkara  yang
yang diajukcan
diajukan
8 Banding, Kasasi
Kasasi dan dan PK secara
PK secara
Jengk lengkap dan
dan tepat tepat waktu
waktu
d. Persentase 100% d. Persentase 100% 100% 100% 100% 100% Program Pengadaan Pengadaan T 3.616.157.000
putusan Peningkatan
N putusan s PR Sarana dan perangkat layanan
yang perkara  yang Prasarana Prasarana pengolah  data
menarik Aparatur
" menarik Mahk " Lingkungan penunjang SIPP
masyarakat perhatian Agung Mahkamah
yang dapat
dalons masyarakat Agung
secara yang dapat
online
diakses  secara
wakty 1 onfine  dalam
oo waktu 1 harl
setelah diputus
Satiap a Persentase 1% Meningkatnya 8, Persentase Perkara 100% 100% 100% S0% 1% Program 2 PKR 121.400.000
pencari Perkara Prodeo Akses Prodeo yang Peningkatan manajemen perkara yang
keadian yang Peradilan bagl diselesalkan
dapat diselesaikan Masyarakat peraditan urmum ditingkat pertama
menjangka Miskin dan umum
u  badan Terpinggirkan
peradilan
b. Persentase - b. Persentase Perlara - - - - - . -
Perkara  yang yang  diselesaikan
diselesaikan di d  luar  Gedung
luar  Gedung Pengadilan
Pengadilan
c Persentase 100% ¢. Persentase Pencari - - - 100% 100% Program Peninglatan Terselenggaranya 24 121.400.000
Pencari Keadilan Peningkatan manajemen perkara yang Layanan
Keadilan Golongan
Golongan Tertentu yang peraditan umum ditingkst pertama
Tertenty yang Mendapat umum
Mendapat Layanan Bantuan
Layanan Hukum
Bantuan (Posbakum)
Hukum
(Posbakum)
d.Persentase 5% Program Peningkatan Terselenggaranya
Putusan Meningkatnya Persentase  Putusan 100% 100% 99,50% 99.60% 95% Peningkatan manajemen perkara yang 200 121.400.000
Perkara Kepatuhan Perkara PKR
Perdata yang Terhadap Perdata yang peradilan umum ditingkat pertama
Ditindakianju Putusan Ditindakdanjuti umum
u Pengadilan (dieksekusi)
(dieksekusi)
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B. RENCANA KINERJA TAHUN 2018

Rencana Kinerja Tahun 2018 Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun memuat

angka target kinerja tahun 2018 untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat

sasaran dan kegiatan. Angka target kinerja ini akan menjadi komitmen yang harus dicapai

dalam periode 2018. Selain itu, dokumen Rencana Kinerja tersebut menjadi dasar bagi

penetapan kesepakatan tentang kinerja yang diwujudkan oleh organisasi atau lebih dikenal

sebagai Perjanjian Kinerja.

Tabel 3. Rencana Kinerja Tahun 2018 Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun

Program Indikator Kinerja Target Indik . Target
No Kegiatan/ Utama Tahun Program Kegiatan K Keawtn Anggaran
Sasaran Strategis
Terwujudnya a. Persentase sisa Penyelenggarasn 12 layanan
Proses P .erkma ; e operasional  kantor
{ | Persdilm yang | diselessikan et dan non operasional 3.410.946.000
Pasti, Perdata 100% it Pl
Transparan dan Pidana
Akuntabel
b.Persentase 12 layanan
pekara:
Penyelenggaraan
Perdata operasional  kantor
Pidana 98% dan non operasional 3.410.946.000
yang 100% satker
diselesaikan tepat Pr
waktu d ukg
c. Pcrsmm.se dan J Pembinaan 12 layanan
penurunan  sisa Jak administrasi Pmyel‘enggaraan
perkara: 100% Ee tugas | dan operasional k{mtor
}}:le;ia‘t: 100% takiia pengelolaan da&;on operasional 3.410.946.000
lainnya keuangan o
mahkamah | Badan Urusan
d.Persentase .o Admisatan 12 layanan
pgrkara yang
';',;dak Siiean Penyelenggaraan
UengajH . operasional  kantor
paye Hulam : | g7 500 dan non operasional 3.410.946.000
e Banding | 98,55% satker
L] Kasasi 99,50‘%
PK
e Persentase 12 layanan
Perkara Pidana Penyelenggaraan
Anak yang operasional  kantor
Diselesaikan 1% dan non operasional 3.410.946.000
dengan Diversi satker
Program Pengadaan | Pengadaan 1
Peningkata Sarana dan | perangkat pengolah layanan
f. Index responden n  Sarana Prasarana | data penunjang SIPP
pencari  keadilan dan di
yang puas terhadap 75% Prasarana Lingkunga 3.410.946.000
layanan peradilan Aparatur n
Mahkamah Mahkama
Agung h Agung
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1: Plrssiiise 16 Program Peningkatan Terselenggaranya 200 164.260.000
Peningkatan Pu Yang Peningkata | manajemen perkara yang perkara
Efektivitas Diteri Oleh n peradilan diselesaikan
:engelolun para pihak 100% Mnmja_ne umum ditingkat pertama
m’ebllllll n peradﬂan
Perkara Hopet Wakn umum
Terselenggaranya 200 164.260.000
perkara yang perkara
2 Persentase diselesatkan
Perkara  yang ditingkat pertama
Diselesaikan 15%
melalui Mediasi
Ly Terselenggaranya 290 164.260.000
bakas perknm yang perkara
m diselesaikan
yang  diajukan diti :
Banding, Kasasi 100% highout pertama
dan PK secara 2
lengkap dan
tepat waktu
4.Persentase Program Pengadaan | Pengadaan 1
putusan perkara Peningkata Sarana dan | perangkat pengolah layanan
yang  menank n Sarana Prasarana | data penunjang SIPP
perhatian dan di
masyarakat yang Prasarana Lingkunga
dapat  diakses 100% Aparatur n 3.410.946.000
secara  online Mahkamah Mahkama
dalam waktu 1 Agung h Agung
hari setelah
diputus
Meningkatnya 2
N Peradil " bessste perkara 164.260.000
bagi ersentase Per]
Prodeo yang
Masyarakat z ; 50%
Miskin S diselesaikan
Terpinggirkan
Terselenggaranya
Persentase Perkara Program Peningkatan perkara yang
yang diselesaikan Peningkata | manajemen diselesaikan
di lnar Gedung - n peradilan ditingkat pertama
Pengadilan Manajeme | umum
n peradilan 164.260.000
umum
Persentase Pencari 1 24
Keadilan i
Golongan Tertentu
yang  Mendapat 100%
Layanan Bantuan
Hukum
(Posbakum)
164.260.000
Meningkatnya 200
Persentase Putusan
Kepatuhan Pukars  Perdsta perkara
Terhadap
yang 99,60%
S Sti— Ditindaklanjuti
Pengadilan J

(dieksekusi)
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C. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang
mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam
rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang
dikelolanya. Perjanjian Kinerja ini merupakan tolak ukur evaluasi akuntabilitas kinerja
pada akhir tahun 2017, Penyusunan Penetapan Kinerja ini didasarkan pada INPRES
Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan, dan Surat Edaran Menteri
Negara PAN dan Reformasi Birokrasi Nomor : 29 Tahun 2010 tentang Penetapan Kinerja
dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, acuan dalam menyusun
Penetapan Kinerja Tahun 2018 tidak terlepas dari Rencana Pembangunan Jangka
Menengah (RPTIJM), Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2018 dan Kebijakan
Umum Mahkamah Agung RI dalam rangka penggunaan anggaran tahun 2018. Perjanjian
Kinerja ini merupakan tolak ukur evaluasi akuntabilitas kinerja pada akhir tahun 2018 dan
disusun berdasarkan Rencana Kinerja Tahun 2018 yang disusun pada awal tahun 2018.

Sasaran-sasaran yang akan dicapai Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun
Tahun 2018 dan dinyatakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2018 dapat diperinci sebagai
berikut :
Tabel 4. Perjanjian Kinerja Tahun 2018

1 | Terwujudnya Proses | a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan

Peradilan yang pasti, | - Pidana 100%
Transparan dan | - Perdata 100%
Akuntabel

b. Persentase perkara

- Perdata 98%
- Pidana 100%
Yang diselesaikan tepat waktu

c. Persentase penurunan sisa perkara
- Perdata 100%
- Pidana 100%

d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya

hukum

- Banding 97,50%
- Kasasi 98,55%
-PK 99,50%
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e. Persentase perkara pidana anak yang diselesaikan 1%
dengan diversi
f. Index responden pencari keadilan yang puas 75%
terhadap layanan peradilan
2.Peningkatan a. Persentase isi putusan yang diterima oleh para 100%
Efektifitas pihak tepat waktu
Pengelolaan
Penyelesaian Perkara
b. Persentase perkara yang diselesaikan melalui 15%
mediasi
c.Persentase berkas perkara yang diajukan Banding, 100%

Kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu

d. Persentase putusan perkara yang menarik 100%
perhatian masyarakat yang dapat diakses secara
online dalam waktu 1 hari setelah putus

3 |3.Meningkatmya Akses | a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan 50%
Peradilan bagi
Masyarakat  Miskin
dan Terpinggirkan

b. Persentase Perkara yang diselesaikan diluar s

Gedung Pengadilan
c. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu 100%
4.Meningkatnya yang mendapat Layanan Bantuan Hukum
kepatuhan terhadap (Posbakum)
putusan Pengadilan
4 Persentase putusan perkara perdata yang
ditindaklanjuti (di eksekusi) 99,60%
Kegiatan Anggaran
1. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum Rp. 164.260.000,-

2. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Rp.  3.410.946.000,-
Teknis lainnya Mahkamah Agung RI
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BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A.CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Akuntabilitas Kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan
suatu kegiatan / program / kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi
organisasi yang tertuang dalam perumusan perencanaan strategis suatu organisasi.
Pengukuran Kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai
keberhasilan/kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, untuk
mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi dan misi
organisasi. Pengukuran kinerja merupakan suatu metode untuk menilai kemajuan yang
telah dicapai dibandingkan dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Pengukuran
kinerja tidak dimaksudkan sebagai mekanisme untuk memberikan reward/punishment,
melainkan sebagai alat komunikasi dan alat manajemen untuk memperbaiki kinerja

organisasi.

Pengukuran tingkat capaian kinerja Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun
tahun 2018, dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian indikator
kinerja yang telah ditetapkan dengan realisasinya, sehingga terlihat apakah sasaran yang
telah ditetapkan tercapai atau tidak. Secara umum terdapat beberapa keberhasilan
pencapaian target kinerja, namun demikian terdapat juga beberapa target yang belum
tercapai dalam tahun 2017 ini. Tingkat capaian kinerja dihitung dengan rumus sebagai
berikut:

Tingkat capaian kinerja = Realisasi X 100 %

Target

Perhitungan capaian kinerja ini membutuhkan dukungan Sistem Informasi Data
Kinerja yang memadai. Setiap data kinerja, baik rencana maupun realisasinya harus
disediakan secara memadai agar informasi kinerja yang dihasilkan dapat memenuhi

kriteria informasi yang baik.

101




LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH PENGADILAN NEGERI TANUNG BALAI KARINUN TAHUN 2018

Tabel 5. Target dan Realisasi Serta Capaian

SASARAN INDIKATOR FARGE'] REALISASI CAPAIAN

Rata- rata capaian

Rata-rata Capaian 100%




100%

Rata-rata capaian 46,18%

Rata-rata capaian sasaran 4 strategis 85,17%

Tingkat Persentase capaian kinerja ke 4 Sasaran Strategis dapat dilihat dari Diagram
berikut ini:
Diagram 1. Capaian Kinerja Sasaran Strategis 2018

Capaian Sasaran Strategis Tahun 2018

94 539

100,00%
80,00%
60,00%

Capaian Sasaran Strategis
40,00%

Tahun 2018

Sasaran Sasaran
Strategis 2 Strategis 3  Strategis 4
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1.

EVALUASI DAN ANALISA CAPAIAN KINERJA

Analisis Capaian Kinerja merupakan proses perbandingan Akuntabilitas
kinerja sebelumnya dengan Akuntabilitas kinerja yang saat ini, Analisis ini sebagai
ukuran sejauh mana capaian kinerja terealisasi dan diperlukan untuk mendapatkan
umpan balik untuk melakukan perbaikan terhadap rencana kinerja berikutnya. Adapun
Analisis Realisasi dan Capaian kinerja Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun
Tahun 2015 - 2018 ditinjau dari aspek sasaran strategis adalah sebagai berikut:

1. Sasaran Strategis I: Terwujudnya Proses Peradilan yang pasti Transparan
dan Akuntabel
Sasaran Strategis ini merupakan sasaran utama dalam rencana strategis. Sasaran
ini dimaksudkan untuk menggambarkan Court bisnis Pengadilan, efektivitas dan
efisiensi penyelengaraan peradilan di Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun
dengan mengukur tingkat penyelesaian sisa perkara yang diselesaikan terhadap
perkara perdata dan pidana, Perkara yang diselesaikan tepat waktu, penurunan
sisa perkara yang diselesaikan, Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum,
perkara pidana anak yang diselesaikan dengan Diversi, maupun Indek responden
pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan.  Sasaran ini

menggunakan 6 Indikator Kinerja Utama yaitu:

1. Persentase sisa perkara yang diselesaikan perkara perdata dan Pidana.
Persentase perkara perdata pidana yang diselesaikan tepat waktu.
Persentase penurunan sisa perkara perdata pidana.

o 1D

Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding, kasasi dan
PK.

Persentase Pidana anak yang diselesaikan dengan Diversi.

A

6. Indek responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan.

Setelah dilakukan perbandingan antara target dan realisasi, Rata-rata Capaian
untuk sasaran strategis 1 tersebut diatas tahun 2018 mencapai 94,53 %, dimana
dari hasil analisis tidak semua yang ditetapkan tercapai ada beberapa indicator
yang tidak mencapai target, untuk lebih jelasnya dirincikan tabel berikut:
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Tabel 6. Capaian Strategis I
SASARAN INDIKATOR FARGET REALISASI CAPAIAN

Rata- rata capaian

Berikut ini rincian Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis [ diukur dari
masing-masing indicator tersebut diatas, dengan membandingkan realisasi
kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun
terakhir dan dirincikan berdasarkan indicator kinerja sebagai berikut:

a. Sasaran I Indikator 1: Persentase sisa perkara yang diselesaikan Perdata
Pidana.

Persentase sisa perkara yang diselesaikan ini merupakan Perbandingan sisa
perkara yang diselesaikan dengan jumlah sisa perkara yang diselesaikan
dikali 100 persen. Untuk mengukur persentase tersebut dibutuhkan data dari
laporan tahunan dengan cara membandingkan sisa perkara yang harus
selesai dibagi dengan sisa perkara yang diselesaikan dikali 100 persen dan
dari hasil analisis, persentase nilai yang diperoleh dibandingkan beberapa
tahun sebelumnya sebagai pembanding, data yang diperoleh sebagai berikut:
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b. Sasaran 1 Indikator 2: Persentase perkara yang diselesaikan tepat
waktu
Indikator Kinerja Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu

merupakan perbandingan jumlah perkara yang diselesaikan tahun berjalan
dengan jumlah perkara yang ada. Penyelesaian perkara tepat waktu perkara
yang diselesaikan tahun berjalan, jumlah perkara yang diselesaikan tahun
berjalan adalah jumlah perkara yang diputus tahun berjalan, sedangkan
jumlah perkara yang ada adalah jumlah perkara yang diterima tahun berjalan
ditambah sisa perkara tahun sebelumnya. Penyelesaian perkara Tepat waktu
tingkat pertama maximal 5 bulan, dan untuk mengukur persentase tersebut
dibutuhkan data dari laporan tahunan dengan cara membandingkan jumlah
perkara yang diselesaikan tahun berjalan dibagi dengan jumlah perkara yang
ada (yang diselesaikan) dikali 100 persen dan dari hasil analisis persentase
nilai yang diperoleh dibandingkan dengan persentase beberapa tahun
sebelumnya sebagai pembanding, data yang diperoleh sebagai berikut:

Tabel 9. Hasil capaian kinerja Sasaran Strategis I indicator perkara yang
diselesaikan tepat waktu Tahun 2015 s/d 2018.

v darl-ar- .
I'ahun Perkara ['arget Realisasi Capaian

2015 99,39% 88.36% 88.90%
Perdata 99.39% 82.5% 83,00%

Rata-rata capalan 85.95%

Rata-rata capaian

Rata-rata capalan

Rata-rata capaian
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Diagram 3. Perbandingan Capaian kinerja Sasaran Strategis I
indicator perkara yang diselesaikan tepat waktu Tahun 2015 s/d 2018

rata-rata capaian

89,98%
90,00%
88,00% g 87%
86,00% -
84,00% - 7 W rata-rata capaian
82,00%
80,00% : ; : :

2015 2016 2017 2018

Dari Tabel 8 dan diagram 3 diatas terlihat bahwa capaian kinerja indicator
perkara yang diselesaikan tepat waktu pada tahun 2018 sebesar 89,98% jumlah
ini meningkat dari tahun sebelumnya.

Tabel 10. analisis realisasi perkara yang diselesaikan
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Diagram 4. Analisis perkara perdata yang diselesaikan

M perkara yang ada
B Putus

u Sisa perkara

Dari Diagram diatas terlihat bahwa jumlah perkara yang harus
diselesaikan (perkara yang ada) pada tahun 2018 sebesar 521 perkara,
sementara perkara yang putus sebesar 460 perkara, jumlah ini meningkat
dari tahun sebelumnya. Untuk percepatan penyelesaian perkara juga
meningkat karena sisa perkara menurun jumlahnya dari tahun

sebelumnya.

Diagram 5. Analisis realisasi perkara

M perkara yang ada
M Putus

W Realisasi
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Dari diagram diatas terlihat bahwa realisasi penyelesaian perkara yang
diselesaikan pada tahun 2018 meningkat dibanding dengan tahun
sebelumnya sebasar 89,03%, Terlihat pada tabel diatas pada tahun ini
realisasi hampir mencapai target, dalam analisis ini tingkat capaian
penyelesaian perkara perdata tepat waktu sudah baik dan perlu
ditingkatkan kembali kinerjanya.

Tabel 11. Keadaan Perkara Pidana dan Perdata Tahun 2018

c. Sasaran 1 Indikator 3: Persentase penurunan sisa perkara perdata dan
pidana
Persentase penurunan sisa perkara perdata dan pidana merupakan
Perbandingan selisih jumlah sisa perkara tahun sebelumnya dan sisa perkara
tahun yang berjalan dengan sisa tahun sebelumnya dikali 100 persen. Sisa
perkara disini maksudnya perkara yang belum diputus pada tahun berjalan,
dan untuk mengukur persentase tersebut dibutuhkan data dari laporan
tahunan dan penurunan sisa perkara perdata dan pidana diuraikan dalam
tabel berikut:
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Tabel 12. Penurunan sisa perkara pidana dan perdata Tahun 2018

Sisa Tahun
Tahun Perkara Sisa Tahun Masuk Putus berjalan Target Reahsast Capalan
2017

M R e O SRR e i il

Rata-rata capaian -40.84%

Tabel 12. Hasil Capaian kinerja penurunan sisa perkara

Sisa Tahun Sisa
lahun  Perkara sebelumnya Tahun [arget Realisasi Capaian
berjalan

Rata-rata capaian

Rata-rata capaian

1l||n1gw1|m

Perdata 100% -100%

{ata-rata capaian

'Diagram 6. Analisis penurunan sisa perkara perdata

150,00%

|
100,00%
oD 0N == .f_:.4D.84%
0,00% -+ , : . X
L 2015 016 2017 /2018 B = Realisasi dan Capaian
-100,00% i
‘ ; 61,7
-150,00% T \\ /
-200,00% ‘/
|
-250,00% , T 220% iy P P
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Dari table dan diagram diatas bahwa berdasarkan analisis Tingkat realisasi
penurunan sisa perkara tahun 2018 mencapai -40,84% persentase ini
meningkat dari tahun sebelumnya. Faktor penyebab sisa perkara pada Tahun
2018 meningkat dibandingkan Tahun 2016 karena banyaknya jumlah perkara
yang masuk pada bulan November dan Desember terakhir sehingga waktu
penyelesaian perkara pada Tahun berjalan tidak tercapai.

d. Sasaran 1 Indikator 3: Persentase perkara yang tidak mengajukan

upaya hukum

Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum merupakan
perbandingan jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum dibagi
jumlah putussan perkara dikali 100 persen dan ini merupakan kinerja hakim
terhadap putusan yang dikeluarkan apakah dapat memberi kepuasan terhadap
masyarakat atau belum, secara hukum semakin sedikit yang mengajukan
upaya hukum semakin tinggi kepuasan masyarakat terhadap putusan
pengadilan. Untuk mengukur persentase tersebut dibutuhkan data dari
laporan tahunan dan dari hasil analisis nilai persentase yang diperoleh
dibandingkan dengan persentase beberapa tahun sebelumnya sebagai
pembanding, data yang diperoleh sebagai berikut:

Tabel 13. Capaian Kinerja perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding,
kasasi, dan PK

Perkara vang
tidak Perkara

Jumlah Target Realisasi  Capaian

mengajukan
Perkara

upaya hukum

Pidana Perdata
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Diagram 7. Capaian perkara yang tidak mengajukan upaya hukum tahun 2018

W Target
M Realisasi
capaian

Dari data tabel dan diagram 9 diatas menjelaskan bahwa Capaian perkara
yang tidak mengajukan banding sebesar 95,70%, perkara yang tidak
mengajukan kasasi sebesar 99% dan PK sebesar 100% , pencapaian tersebut
didapat dari perbandingan perkara pidana dan perdata yang putus 314
perkara, perkara kasasi yang putus 257 dan PK sebesar 257 perkara. Dari
data diatas terlihat juga perkara yang tidak mengajukan upaya hukum hasil
capaian diatas target kecuali untuk penerimaan banding, pada tahun 2018
perkara yang diajukan banding perkara pidana sebesar 14 perkara dan perdata
sebesar 7 perkara, angka tersebut cukup tinggi dan kesimpulan yang
diperoleh bahwa kepuasan masyarakat terhadap putusan hakim menurun.
Untuk lebih jelasnya dirincikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 14. Realisasi yang tidak mengajukan upaya hukum

Perkara Vi Target Realisasi Capaian
Perkara yang i
e L Perkars

tidak
yang
mengajuk Kl

Tahun vang

Perkara mengaju

kan putus
an upaya

hukum

upaya
hukum

Banding

2015 | Perdata 4 42 46 100% | 91,30% | 91,30%
Pidana 4 277 281 100% | 98,57% | 98,57%

2016 | Perdata 7 42 49 98,50% | 85,71% | 87,01%
Pidana 3 325 328 98,50% | 99,08% | 100%

2017 | Perdata 10 41 51 99,60% | 86,27% | 86,61%
Pidana 5 233 238 99,60% | 97.89% | 98,28%
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2018

Perdata

Pidana ‘

r |

50
243

97,50%

9750%

87,719%
94,55%

2015

2016 i derc f ita |
2017 | Per

NO oh NWw

;@: 1S

s

515
236

| 100% |

e. Persentase perkara yang diselesaikan dengan Diversi

Persentase perkara yang diselesaikan dengan Deversi

6

.1

% | 9955%

merupakan

perbandingan jumlah perkara anak yang diselesaikan Deversi dengan jumlah
perkara anak yang masuk, Data diperoleh dari Laporan Tahunan yang
disusun tiap akhir tahun dan lebih rinci dijelaskan sbb:
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Tabel 15. Penyelesaian perkara Deversi

Perkara
Anak Jumlah Status keberhasilan Deversi larget Realisasi Capaian
yang perkara
masuk Deversi
Berhasil Tidak Tidak dapat
berhasil dilaksanakan

IR e e e e R R - B TR e e s o il

Rata-rata capaian 100%

Diagram 8. Capaian Kinerja Penyelesaian perkara Deversi

Realisasi
s

® Realisasi

Dari Tabel dan Diagram diatas terlihat capaian kinerja sebesar 100%,
walaupun realisasi diatas target tetap juga kinerja menurun karena target
pencapaian kinerja 100% dari perkara yang diterima tidak teralisasi
dikarenakan masih ada kegagalan dalam penyelesaian perkara deversi.
Berhubung dari tahun 2015 s/d 2017 tidak ada target Diversi dan tidak ada
perkara deversi yang masuk maka analisis perbandingan tidak dapat dihitung.

f. Indeks responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan

Indeks responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan
merupakan persentase kepuasan masyarakat terhadap layanan peradilan,
untuk menentukan hasil tersebut dengan dilakukan survey kepuasan terhadap
100 responden dan masing-masing diberi pertanyaan secara tertulis dan
langsung dijawab, hasil dari jawaban tersebut dikelompokkan sesuai dengan
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interval nilai yang ditentukan dan dari hasil analisis persentase nilai yang
diperoleh dibandingkan beberapa tahun sebelumnya sebagai pembanding,
data yang diperoleh sebagai berikut:

Tabel 16. Indeks responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan

2015 - ) - -

2016 100 orang 90% 70,50% | 78,33%
2017 100 orang 95% 73,56% | 77.43%
2018 100 orang 75% 73,56% | 98,08%

Diagram 9. Indeks responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan

Dari Tabel dan diagram diatas terlihat jelas realisasi Tahun 2018 sama
jumlahnya dari tahun 2017 tetapi untuk capaian meningkat. Ini dikeranakan

keinginan para pencari keadilan tidak ada yang sama.
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2.

Sasaran Strategis : Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian
perkara

Sasaran Strategis ini merupakan sasaran ke 2 dalam rencana strategis. Sasaran
ini dimaksudkan untuk menggambarkan kinerja SDM aparatur pengadilan di
bidang Administrasi pengelolaan perkara, efektivitas dan efisiensi
penyelengaraan administrasi perkara di Pengadilan Negeri Tanjung Balai
Karimun dengan mengukur tingkat Isi putusan yang diterima para pihak tepat
waktu, ukuran ini mengukur kinerja jurusita, Indikator berikutnya Perkara yang
diselesaikan melalui mediasi, ini mengukur kinerja hakim mediator dengan para
pihak, indicator selanjutnya berkas perkara yang diajukan banding kasasi dan PK
secara lengkap dan tepat waktu, ini mengukur kinerja pegawai dalam mencapai
tertib administrasi dalam penyelesaian upaya hukum yang diajukan para pihak
sampai pada berkas dikirim, dan yang terakhir adalah putusan perkara yang
menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1
hari setelah diputus, indicator ini mengukur sejauh mana kinerja aparatur bekerja
sesuai SOP dalam menginput SIPP dan Direktori putusan sehingga akan tercapai
one day one publish. Sasaran ini menggunakan 4 Indikator Kinerja Utama yaitu:

1. Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu.

2. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi.

3. Persentase berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi dan PK secara
lengkap dan tepat waktu.

4. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat

diakses secara oneline dalam waktu 1 hari setelah diputus

Setelah dilakukan perbandingan antara target dan realisasi, Rata-rata Capaian
untuk sasaran strategis 2 tersebut diatas tahun 2018 mencapai 85,17 %, dimana
dari hasil analisis semua yang ditetapkan tercapai, untuk lebih jelasnya dirincikan
tabel berikut:

49




LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH PENGADILAN NEGERI TANJUNG BALAI KARIMUN TAHUN 2018

Tabel 17. Target dan Realisasi Serta Capaian
SASARAN INDIKATOR FTARGET REALISASI CAPAIAN

Rata-rata Capaian 100%

Rata-rata capaian sasaran 4 strategis

Berikut ini rincian Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis 2 diukur dari
masing-masing indicator tersebut diatas, dengan membandingkan realisasi
kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun
terakhir dan dirincikan berdasarkan indicator kinerja sebagai berikut:

a. Sasaran 2 Indikator 1: Persentase isi putusan yang diterima oleh para

pihak tepat waktu

Persentase perkara isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu
merupakan perbandingan jumlah putusan diterima tepat waktu dengan jumlah
putusan dikalikan 100 persen, Kinerja yang diukur adalah kecepatan jurusita
menyampaikan isi putusan kepada para pihak dengan putusan yang ada.
Untuk mengukur persentase tersebut dibutuhkan data dari laporan tahunan
dan dari hasil analisis nilai persentase yang diperoleh dibandingkan dengan
persentase beberapa tahun sebelumnya sebagai pembanding, data yang
diperoleh sebagai berikut:
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Tabel 18. Capaian isi putusan yang dierima oleh para pihak tepat waktu.

2015

2016

2017

2018

Pidana 281 281 100% 100% 100%
Perdata 46 46 100% 100% 100%
Pidana 328 328 100% 100% 100%
Perdata 49 49 100% 100% 100%
Pidana 51 51 100% 100% 100%
Perdata 51 51 100% 100% 100%
Pidana 257 257 100% 100% 100%
Perdata 203 203 100% 100% 100%

F.

Diagram 10. Capaian kinerja isi putusan yang dierima oleh para pihak tepat waktu

Dari Tabel dan Diagram diatas terlihat bahwa target dan realisasi bernilai
sama, pencapaian berhasil dimana jumlah putusan yang akan disampaikan
dari tahun 2015 s/d 2016 berjumlah sama dengan putusan yang diterima para
pihak, ini berarti jurusita bertanggung jawab dalam menyelesaikan pekerjaan
tepat waktu.

51




TAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH PENGADILAN NEGERT TANJUNG BALAI KARINUN TAHUN 2018

b. Sasaran 2 Indikator 2: Persentase perkara yang diselesaikan melalui

mediasi

Persentase perkara  yang diselesaikan melalui mediasi merupakan
perbandingan jumlah perkara yang diselesaikan melalui mediasi dengan
jumlah perkara yang dilakukan mediasi dikali 100 persen. Untuk mengukur
persentase tersebut dibutuhkan data dari laporan tahunan dan dari hasil
analisis nilai persentase yang diperoleh dibandingkan dengan persentase
beberapa tahun sebelumnya sebagai pembanding, data yang diperoleh sebagai
berikut:

Tabel 19. Penyelesaian perkara Mediasi

Perkara
Yang
dimediasi

Status keberhasilan Mediasi Target Realisasi Capaian

Berhasil ldak ldak dapat
berhasil dilaksanakan

lumlal

Diagram 11. Capaian Kinerja Penyelesaian perkara Mediasi

Realisasi
_100%

M Realisasi

Dari Tabel dan Diagram diatas terlihat capaian kinerja sebesar 100%,
walaupun realisasi diatas target tetap juga kinerja menurun karena target
pencapaian kinerja 100% dari perkara yang diterima tidak teralisasi
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dikarenakan masih ada kegagalan dalam penyelesaian perkara Mediasi.
Perbandingan capaian Tahun ini dengan tahun sebelumnya sebagai berikut:

Tabel 20. Penyelesaian Mediasi

Jumlah

pu\k;:::)l junlsh pérker Target Realisasi Capaian
4 A il e vang
[ahun  Perkara dlsl:’!l:,dl Hilak g

melalui Hegias)

mediasi
2015 Heilate 59 4 10% 6,78% 67,8%

75 2 10% 2,66% 26,6%

2016 Perdata
2017 Perdata 67 9 15% 13,43% | 89,53%
2018 Perdata 23 4 15% 17,39% 100%

Diagram 12. Capaian Penyelesaian Mediasi

100% “89,53% 89,53%

80%

60% M Target

40% ® Realisasi
w Capaian

20%

0% A L SN
2015 2016 2017 2018

Dari tabel dan diagram diatas terlihat pada Tahun 2018 realisasi dan capaian
meningkat dari tahun sebelumnya, namun keberhasilan untuk memperoleh
perdamaian menurun dari tahun sebelumnya.
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c¢. Sasaran 2 Indikator 3: Persentase berkas perkara yang diajukan
Banding, Kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu

Persentase berkas perkara yang diajukan banding, Kasasi dan PK secara
lengkap dan tepat waktu merupakan perbandingan jumlah berkas perkara
yang diajukan banding, Kasasi dan PK secara lengkap dengan jumlah
berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi,dan PK dikali 100 persen.
persentase ini mengukur kinerja aparatur pengadilan dibidang administrasi
untuk tertib administrasi dalam pengiriman berkas banding, kasasi, PK,
Untuk mengukur persentase tersebut dibutuhkan data dari laporan tahunan
dan dari hasil analisis nilai persentase yang diperoleh dibandingkan dengan
persentase beberapa tahun sebelumnya sebagai pembanding, data yang
diperoleh sebagai berikut:

Tabel 21. analisis berkas perkara yang diajukan banding, Kasasi dan PK

Peidigal 4 3 g 7 100% | 100% | 100%
2016 | Pidana | 3 o |1 4 100% | 100% | 100%
Pesdata| 54 1 100% | 100% | 100%
2017 | Pidana | 5 2 |2 9 100% | 100% | 100%
Perdata| 7 e 7 100% | 100% | 100%
2018 | Pidana | 14 6 1o 20 100% | 100% | 100%
7 e g 8
Pesdata 100% | 100% | 100%
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Diagram 13. Analisis berkas yang diajukan banding, Kasasi dan PK

100%

M Target
50%

" Realisasi
Ciptian Capaian

Target

2015 5p16

2017 7018

Dari table dan diagram diatas terlihat bahwa pada tahun 2018 target,
realisasi, capaian berkas perkara yang diajukan upaya hukum sebanding
persentase nya itu berarti mencapai keberhasilan dari kinerja tersebut, dan
nilai tersebut juga tidak berubah dari tahun sebelumnya.

d. Sasaran 2 Indikator 4: Persentase putusan perkara yang menarik
perhatian masyarakat yang dapat diakses secara oneline dalam waktu 1

hari setelah diputus.

Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyrakat yang dapat
diakses secara oneline dalam waktu 1 hari putus. merupakan perbandingan
jumlah berkas perkara narkoba yang diupload dalam website dengan jumlah
perkara yang diputus dikali 100 persen. persentase ini mengukur kinerja
Majelis hakim dan PP untuk mencapai one day one publish dalam
menginput putusan baik di SIPP maupun tercatat di direktori putusan hasil
analisis nilai persentase yang diperoleh dibandingkan dengan persentase
beberapa tahun sebelumnya sebagai pembanding, data yang diperoleh
sebagai berikut:
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Tabel 22. analisis putusan yang menarik perhatian masyarakat (narkoba)

Yang diakses secara online

2085 | . 327 " 100% | 100% | 100%
100% | 100% | 100%

2016 | Pidana | >’ H

2017 | Pidana | 96 96 100% | 100% | 100%

2018 | Pidana | 132 132 100% | 100% | 100%

Diagram 14. analisis putusan yang menarik perhatian masyarakat (narkoba)

Yang diakses secara online

o Target
u Realisasi

© Capaian

Dari table dan diagram diatas terlihat bahwa pada tahun 2018 target,
realisasi, capaian putusan yang diaupload tersebut sebanding persentase nya
itu berarti mencapai keberhasilan dari kinerja tersebut, dan nilai tersebut
juga tidak berubah dari tahun sebelumnya.
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3. Sasaran Strategis : Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin
dan Terpinggirkan
Sasaran Strategis ini merupakan sasaran ke 3 dalam rencana strategis. Sasaran
ini dimaksudkan untuk menggambarkan kinerja pengadilan dalam memberi
pelayanan kepada masyarakat miskin dan terpinggirkan secara efektif dan
efisiensi dengan mengukur tingkat Persentase perkara prodeo yang diselesaikan
ukuran ini mengukur sejauh mana kinerja hakim dan PP dalam menyelesaikan
perkara prodeo, Indikator berikutnya Persentase perkara yang diselesaikan diluar
gedung pengadilan, dan indicator Persentase pencari keadilan golongan tertentu
yang mendapat layanan Bantuan Hukum (Pos Bakum).  Sasaran ini
menggunakan 4 Indikator Kinerja Utama.

Setelah dilakukan perbandingan antara target dan realisasi, Rata-rata Capaian
untuk sasaran strategis 3 tersebut diatas tahun 2018 mencapai 100%, dimana dari
hasil analisis semua yang ditetapkan tercapai, namun untuk perkara prodeo tidak
realisasi karena tidak ada perkara yang masuk dalam tahun 2018, untuk lebih
jelasnya dirincikan tabel berikut:

Tabel 23. Target, Realisasi dan capaian Sasaran Strategis 3 tahun 2018
SASARAN INDIKATOR FARGET REALISASI CAPAIAN

Rata — rata Capaian 100%
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Berikut ini rincian Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis I diukur dari
masing-masing indicator tersebut diatas, dengan membandingkan realisasi
kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun
terakhir dan dirincikan berdasarkan indicator kinerja sebagai berikut:

a. Sasaran 2 Indikator 1: Persentase perkara prodeo yang diselesaikan

Persentase perkara prodeo yang diselesaikan merupakan perbandingan
jumlah perkara prodeo yang disesesaikan dengan jumlah perkara prodeo
dikali 100 persen, persentase ini mengukur kinerja majelis hakim dan PP
dalam menyelesaikan perkara prodeo, Untuk mengukur persentase tersebut
dibutuhkan data dari laporan tahunan  dan dari hasil analisis nilai
persentase  yang diperoleh tidak dapat dibandingkan dengan tahun
sebelumnya berhubung tahun sebelumnya belum ada perkara prodeo masuk,
data yang diperoleh sebagai berikut:

Tabel 24. analisis perkara prodeo

0, 0, 0
2015 Peidita 100% 0% 0%
100% 0% 0%
2016 Perdata
2017 | Perdata 100% 100% 100%
2018 | Perdata 50% 0 0%
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Diagram 15. Analisis perkara prodeo

100%
80%
s mT t
. arge
40% M Realisasi
20% Capaian
0%
2015
2016
2017
2018

Dari table dan diagram diatas terlihat bahwa pada tahun 2018 target,
realisasi, capaian perkara prodeo yang masuk dengan perkara yang
diselesaikan sebesar 0%, sehingga untuk menentukan tingkat keberhasilan
tidak bisa karena pada tahun 2018 tidak ada perkara prodeo yang masuk
berbeda dari tahun sebelumnya lihat tabel 25.

b. Sasaran 2 Indikator 2: Persentase perkara yang diselesaikan diluar
gedung Pengadilan

Dari tahun 2015 s/d 2018 ini Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun

belum pernah mengadakan sidang diluar gedung pengadilan karena tidak ada
Zetting Plat.

c. Sasaran 2 Indikator 3: Persentase Pencari keadilan Golongan tertentu

yang mendapatkan layanan Bantuan Hukum (Pos Bakum)

Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapatkan layanan
Bantuan Hukum (Pos Bakum) merupakan perbandingan jumlah pencari
keadilan golongan tertentu yang mendapatkan layanan bantuan hukum

dengan jumlah pencari keadilan golongan tertentu dikali 100 persen,
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persentase ini mengukur kinerja pengadilan dalam memberi layanan hukum
secara murah tanpa dipungut biaya, dan ini merupakan tujuan pengadilan
untuk mencapai setiap pencari keadilan dapat menjangkau badan peradilan.
Untuk mengukur persentase tersebut dibutuhkan data dari laporan tahunan
dan dari hasil analisis data yang diperoleh sebagai berikut:

Tabel 25. analisis pencari keadilan golongan tertentu yang mendapatkan layanan
bantuan hukum

2015 : _ _ o e
A 0 0,
2016 : = 0% 0%
2017 2 2 100% | 100% | 100%
2018 34 34 100% | 100% | 100%

Diagram 16. Analisis pencari keadilan golongan tertentu yang mendapatkan
layanan bantuan hukum

]
0,8 -
0,6 M Target
0,4 - M Realisasi
0,2 m Capaian

2015 5016 2017 7018

Capaian
Target
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Dari table dan diagram diatas terlihat bahwa pada tahun 2018 target,
realisasi, capaian pencari keadilan golongan tertentu yang mendapatkan
layanan bantuan hukum yang masuk dengan Jumlah pencari keadilan
golongan tertentu berjumlah sama dan target sebanding realisasi dan
capaian, kesimpulan ada keberhasilan terhadap indicator.

4. Sasaran 4 Indikator: Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan
pengadilan

Sasaran Strategis ini merupakan sasaran ke 4 dalam rencana strategis. Sasaran
ini dimaksudkan untuk menggambarkan kinerja pengadilan khususnya panitera
dan jurusita dalam pelaksanaan eksekusi terhadap putusan yang diajukan
cksekusi  efektif dan efisiensi dengan mengukur tingkat Persentase putusan
perkara perdata yang ditindaklanjuti dengan eksekusi, Sasaran ini menggunakan
1 Indikator Kinerja Utama.

Tabel 26. Target dan Realisasi Serta Capaian
SASARAN INDIKATOR TARGET REALISASI CAPAIAN

Rata- rata capaian 94,53%

%

Rata-rata capaian 46,1

Berikut ini rincian Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis I diukur dari
masing-masing indicator tersebut diatas, dengan membandingkan realisasi
kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun
terakhir dan dirincikan berdasarkan indicator kinerja sebagai berikut:
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Sasaran 4 Indikator: Persentase putusan perkara perdata yang
ditindaklanjuti (dieksekusi)

Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi) merupakan
jumlah putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti dengan jumlah putusan yang
BHT dikali 100 persen. Untuk mengukur persentase tersebut dibutuhkan data
dari laporan tahunan dan dari hasil analisis data yang diperoleh sebagai berikut:

Tabel 27.analisis putusan perdata yang ditindaklanjuti ( dieksekusi)

2015 3 46 100% 6,52% 6,52%
2016 4 49 100% 8,16% 8,16%
2017 10 51 99,60% | 19,60% 19,67%
2018 23 50 99.,60% 46% 46,18%

Diagram 17. Putusan yang ditindaklanjuti (dieksekusi)

100% 100% 99 60% 99 60%
100%
80%
60% W Target
8% M Realisasi
40%
W Capaian
20%
09‘ 1) L) T T
2015 2016 2017 2018

Dari table dan diagram diatas terlihat bahwa pada tahun 2018 target,
realisasi, capaian putussan yang ditindaklanjuti (dieksekusi) persentase
capaiannya meningkat dari tahun sebelumnya. Namun target yang ditetapkan

belum bisa tercapai keberhasilannya.
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2. PERBANDINGAN REALISASI KINERJA DENGAN TARGET RENCANA
STRATEGIS

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Negeri Tanjung Balai
Karimun Tahun 2015-2019 merupakan salah satu amanat Undang-Undang Nomor 25
Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN). Renstra
tersebut merupakan merupakan dokumen perencanaan selama lima tahun (2015-2019)
yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan serta program dan kegiatan
Pengadilan Negeri Tanjung balai karimun dalam rangka melaksanakan tugas pokok
dan fungsinya.

Renstra Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun mengacu pada Renstra
mahkamah Agung RI dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2015-
2019 yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu)
sampai dengan 5 (lima) tahun secara sistematis dan bersinambungan dengan
memperhitungkan potensi, peluang dan kendala dan dijabarkan kan kedalam program
dan diuraikan kedalam rencana tindakan serta didukung dengan anggaran yang
memadai dan didukung sarana dan prasarana yang ada serta memperhitungkan
perkembangan lingkungan pada lingkungan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun
baik internal maupun ekternal sebagai variable strategis. Dokumen Renstra mengacu
pada Indikator Kinerja Utama. Reviu Rencana Strategis Pengadilan Negeri Tanjung
Balai Karimun tahun 2015-2019 dibuat dalam upaya melakukan perbaikan-perbaikan
dalam kerangka reformasi birokrasi peradilan untuk mencapai sistem peradilan yang

semakin efektif, efisien, professional, transparan, akuntabel dan terpercaya.

Tugas pokok dan fungsi peradilan menjadi tanggung jawab seluruh
organisasi kepaniteraan dan kesekretariatan peradilan. Maka dengan keluarnya
peraturan Mahkamah Agung tersebut, Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun telah
mereviu Indikator Kinerja Utama (IKU) yang digunakan, diselaraskan dengan kinerja
yang harus dicapai oleh seluruh aspek organisasi kepaniteraan maupun kesekretariatan.
sasaran strategis kinerja utama yang akan dicapai Pengadilan Negeri Tanjung Balai

Karimun antara lain :
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Terwujudnya proses peradilan yang pasti, Transparan dan Akuntabel

1. Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian perkara
2. Meningkatnya Akses peradilan bagi masyarakat maskin dan terpinggirkan
3. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan

Adapun hubungan realisasi kinerja dengan target jangka menengah

diuraikan sebagai berikut:

Tabel 28 Hubungan Target dangan Realisasi

l.
Terwujudn
ya Proses
Peradilan
yang pasti
Transparan
dan
Akuntabel

Persentase sisa

perkara yang
diselesaikan 100% | 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

100% | 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Perdata

Pidana

Persentase

perkara 100% | 99,39% | 100% 98,05% | 98% 98% 72,85% | 82,5% 77,77% | 89,77% | 93,54%
Perdata 100% | 99,39% | 100% 98,05% | 100% 100% 90,23% | 88,36% | 89,21% | 80,13% | 84,53%

Pidana

Yang
diselesaikan
tepat waktu

Persentase

penurunan sisa

pe rkara E o = = 100% 100% 26,66% 22,22% 100% 12,5% -100%
Perdata - $ - 100% 100% 5,55% 5,71% 8,10% 100% -74%

Pidana

Persentase
perkara yang
tidak
mengajukan
upaya hukum
Banding 100% | 100% 98,50% | 99,60% | 97,50% | 9550% | 91,58% | 97,55% | 97,34% | 96,09% | 93,31%

Kasasi 100% | 100% 100% 98,50% 98,55% 98,60% 94,55% | 98,47% 98,93% 99,34% 97,66%
PK 100% | 100% 100% 98,00% 99,50% 99,60% | 98,02% 99,38% 99,73% 99,34% 98,24%

Persentase 1% 1% 2 E = 0 %
perkara pidana
anak yang
diselesaikan
dengan Diversi
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Indeks - 90% 95% 75% 78% - 70,50% | 73,56% | 73,56%
responden
pencari keadilan
yang puas
terhadap
layanan
peradilan
2 Persentase  isi 100% | 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
:'"ingkm putusan  yang
Efektivitas | diterima  oleh
Pengelolaa | para pihak tepat
n waktu
Penyelesai
an Perkara
Persentase 10% | 10% 10% 15% 15% 15% 16,66% | 6,78% 2,66% 13,43% | 17,39%
Perkara  yang
diselesaikan
melalui mediasi
Persentase 100% | 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
berkas perkara
yang diajukan
banding,kasasi
dan PK secara
lengkap dan
tepat waktu
Persentase 100% | 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
putusan perkara
yang  menarik
perhatian
masyarakat
yang dapat
diakses secara
oneline dalam
waktu 1  hari
setelah putus
3. Persentase 100% | 100% 100% 100% 100% 100% | O ) ) 100% )
Meningkat | o kara prodeo
nya akses
peradilan yang
bagi diselesaikan
masyaraka
t  Miskin
dan
Terpinggirk
an
Persentase S
Perkara yang
diselesaikan
diluar gedung
pengadilan
Persentase = = - 100% 100% = - = 100% 100%
pencari keadilan
golongan
tertentu  yang
mendapat

layanan bantuan
Hukum (Pos
Bakum)
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4, Persentase 100% | 100% 100% 99,50% | 25% 30% 2,22% | 652% | 8,16% 19,60% | 46%
rvzningkat putusan perkara

kepatuhan | Perdata  yang

terhadap ditindaklanjuti

putusan (dieksekusi)

pengadilan

Total rata-rata 66,55% 67,16% 72,02% 81,39% 85,17%

Diagram 18 Rata-rata Realisasi Kinerja

Total Rata-rata Realisasi

kinerja pertahun

100,00%
80,00%
60,00%
40,00%
20,00%

0,00%

2014 2015 2016 2017 2018

" Total Rata-rata
Realisasi kinerja
pertahun

Dari data Tabel dan Diagram diatas terlihat jelas perbandingan Target pada Dokumen
Renstra dengan Realisasi Kinerja yang didapat, dan perbandingan ini dilihat dari

tahun sebelumnya, hasil analisis membuktikan bahwa tiap tahun kinerja Pengadilan

Negeri Tanjung Balai Karimun meningkat dari tahun sebelumnya walaupun

pencapaian target masih belum maksimal dikarenakan masih terdapat factor

kegagalan yang menjadi penurunan kinerja.

A. POTENSI KEGAGALAN / PENURUNAN KINERJA

ANALISIS PENURUNAN DAN PENINGKATAN KINERJA.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Pengadilan Negeri Tanjung
Balai Karimun masih dihadapkan pada beberapa kondisi objektif yang harus
diselesaikan untuk meningkatkan kinerja Pengadilan. Berikut ini identifikasi

potensi dan permasalahan yang menjadi factor menurunnya kinerja di Pengadilan

Negeri Tanjung Balai Karimun ditinjau dari beberapa aspek sasaran strategis :
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1. Sasaran Strategis1: Terwujudnya Proses Peradilan yang pasti, Transparan, dan
Akuntabel

Dari 6 indikator yang berdasarkan analisis ada 4 indikator yang tidak berhasil

yaitu Persentase perkara perdata dan pidana yang diselesaikan tepat waktu,

Persentase penurunan sisa perkara pidana perdata, persentase perkara yang

tidak mengajukan upaya hukum banding, kasasi dan PK serta Indek responden

pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan, Faktor penyebab

penurunan tersebut adalah:

1.

Faktor penyebab menurunnya Persentase perkara perdata dan pidana yang
diselesaikan tepat waktu adalah Menurunnya Produktifitas Penyelesaian
Perkara dimana minimnya persentase penyelesaian perkara perdata dan
pidana yang tepat waktu, factor utama yang mempengaruhi adalah :

1. Keterbatasan SDM

Dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat pencari
keadilan tidak akan terlepas dari penguatan sumber daya manusia baik
yang terkait dengan teknis peradilan maupun non teknis peradilan.
Dalam hal ini kerterbatasan jumlah SDM menjadi masalah dalam
Peradilan, jumlah perkara yang masuk untuk diproses tidak seimbang
dengan SDM yang akan menyelesaikannya disamping itu juga kualitas
SDM yang ada masih jauh dari yang diharapkan untuk mencapai Visi
dan Misi sehingga ukuran kinerja pun mempengaruhi kecepatan
penyelesaian perkara sesuai target waktu secara nasional. Disamping
itu juga masih lemahnya pemahaman terhadap kebijakan teknis dan
non teknis peradilan, pola karir yang belum sesuai dengan kompetensi,
dan beban kerja belum merata yaitu ada beberapa posisi yang beban
kerjanya sangat tinggi tetapi beberapa posisi lainnya beban kerjanya

cenderung rendah.

. Adanya perkara perdata yang pihaknya berada diluar negeri, dimana

proses pemanggilan sidang harus melalui prosedur pemanggilan luar

negeri dan memakan waktu yang lama lebih kurang 3 bulan.
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Hal ini terkait dengan rendahnya kepuasan masyarakat terhadap putusan
Pengadilan khususnya Putusan Hakim dimana masih perlu peninjauan
ulang putusan melalui upaya hukum, dan inilah yang menjadi masalah
konkrit dimana court Bisnis Peradilan masih menjadi tolak ukur
masyarakat dalam menilai sejauh mana responden masyarakat yang puas
terhadap layanan Peradilan .permasalahan ini terjadi dikarenakan
Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun Belum memiliki mekanisme
evaluasi yang dapat mengukur kepuasan masyarakat pencari keadilan di
wilayah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun.

2. Faktor penyebab kegagalan Persentase penurunan sisa perkara pidana
perdata adalah banyaknya perkara yang masuk pada bulan November s/d
Desember 2018 sehingga penyelesaian perkara tidak bisa ditangani pada
tahun berjalan sehingga selisih sisa perkara dari tahun sebelumnya
meningkat.

3. Faktor penyebab kegagalan persentase perkara yang tidak mengajukan
upaya hukum banding, kasasi dan PK adalah para pencari keadilan
mengajukan upaya hukum meningkat sehingga penerimaan masyarakat
terhadap putusan peradilan menurun, dikarenakan putusan hakim masih

belum mencerminkan kepuasan masyarakat untuk memperoleh keadilan.

4. Faktor penyebab kegagalan Indeks responden pencari keadilan yang puas
terhadap layanan peradilan adalah setiap masyarakat punya jawaban
berbeda-beda dan relative tidak sama karena pelayanan yang diberikan
dipandang relative ada beberapa responden merasa puas pada layanan
peradilan ada juga yang merasa kurang puas atau tidak puas sama sekali,

sehingga untuk penetapan target sangat sulit.

Upaya yang ditempuh untuk menyelesaikan kegagalan tersebut adalah dengan
menjalankan mekanisme percepatan penyelesaian perkara yang Akuntabel dan
pimpinan harus mengefektifkan SOP dan pengawasan terhadap aparatur untuk
meningkatkan kinerja dalam penyelesaian perkara, disamping itu upaya
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dalam penguatan sumber daya manusia dibidang teknis peradilan juga bisa
diterapkan dan dalam meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap putusan
peradilan dengan cara memberi kesempatan kepada Hakim untuk bisa belajar
banyak melalui berbagai diklat pelatihan teknis bagi aparatur pengadilan bagi
hakim., Untuk meningkatkan pelayanan dalam proses persidangan tepat waktu
pimpinan perlu membuat suatu kebijakan yang berkoordinasi kepada jaksa
untuk tepat waktu datang dan majelis hakim harus mempercepat langkah
untuk melakukan persidangan setelah terdakwa atau para pihak datang.
Sehingga tidak bertele-tele.

2. Sasaran Strategis 4: Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan

. Persentase Putusan yang dieksekusi menurun

Dalam hal putusan yang diajukan eksekusi dari 23 putusan yang akan ditindak
lanjuti hanya 12, yang menjadi penyebab kegagalan dari pencapaian target
dikerenakan target yang ditetapkan pada renstra terlalu tinggi, dan rumus
pembandingan yang menjadi pembanding adalah terhadap semua perkara
perdata yang sudah putus Berkekuatan hukum tetap, sementara dalam
pelaksanaan nya para pihak yang mengajukan eksekusi mencabut eksekusi
sebelum pelaksanaannya dikarenakan para pihak berdamai sebelum
pelaksanaan, ada 9 perkara yang dicabut dan 3 perkara yang berhasil
dilaksanakan. Faktor penghambat jalannya eksekusi dilapangan yaitu dari segi
keamanan, dimana jumlah petugas keamanan kurang memadai. Upaya yang
ditempuh terhadap kegagalan tersebut hendaknya dalam menetapkan target
pada Dokumen Renstra harus berdasarkan realisasi pada tahun sebelumnya
sehingga pimpinan dapat memprediksi tingkat persentase yang ditetapkan dan
harus melakukan koordinasi dengan pihak kepolisian agar saat eksekusi
berlangsung keamanan harus ketat dan jumlah petugas harus memadai.
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| Kinerja Utama

1. Terwujudnya
proses
peradilan yang
pasti
transparan dan
Akuntabel.

. Surat Edaran Mahkamah Agung No 2

. Standar

Tabel 29. Potensi kegagalan kinerja

Solusi

Tahun 2014 Tentang Penyelesaian
Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama
dan Tingkat Banding pada 4 (Empat)
Lingkungan Peradilan

Operasional ~ Penyelesaian
Perkara Pengadilan Negeri Tanjung

Balai Karimun

. Diklat Bagi Hakim dan Aparatur

Peradilan untuk menciptakan putusan

yang berkwalitas dan meningkatkan

kinerja

. Memaximal penggunaan  aplikasi
Sistem Informasi Penelusuran Perkara
(SIPP) Mahkamah Agung

. Kebijakan mempercepat proses
persidangan.

Penurunan Kinerja

minimnya persentase
penyelesaian perkara
pidana dan perdata
yang tepat waktu
masih banyaknya
perkara yang tidak
mengajukan upaya
hukum Banding,
Kasasi, dan PK
Belum memiliki
mekanisme evaluasi
yang dapat mengukur
kepuasan masyarakat
pencari keadilan
Keterbatasan dan
rendahnya kwalitas
SDM dalam bidang
Teknis

2. Meningkatnya
kepatuhan
terhadap
putusan
pengadilan

Rapat Menetapkan target dalam
penentuan  persentase  putusan  di

eksekusi

Penetapan target terlalu
tinggi

Perbandingan putusan
BHT sebagian besar
perkara perceraian.

Perkara dicabut
sebelum dijalankan
eksekusi karena para
pihak berdamai.

Faktor keamanan
dimana petugas kurang
memadai dan
keamanan tidak ketat.
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B. POTENSI KEBERHASILAN / PENINGKATAN

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Pengadilan Negeri Tanjung
Balai Karimun masih dihadapkan pada beberapa kondisi objektif yang harus
diselesaikan untuk meningkatkan kinerja Pengadilan. Berikut ini identifikasi
potensi keberhasilan yang menjadi factor meningkatnya kinerja di Pengadilan
Negeri Tanjung Balai Karimun ditinjau dari beberapa kebijakan dan aspek
strategis:

1. Sasaran Strategis 1: Terwujudnya proses peradilan yang pasti Transparan dan
Akuntabel.

Dari 6 Indikator Kinerja Utama yang diukur, berdasarkan analisis ada 1
indikator yang berhasil yaitu Persentase sisa perkara yang diselesaikan.
Faktor penyebab keberhasilan tersebut adalah Manajeman penyelesaian
perkara sudah mulai berjalan sehingga penyelesaian sisa perkara tepat waktu
sudah berjalan, dimana penyelesaian minutasi dan sisa perkara tahun lalu
dipercepat penyelesaiannya pada tahun berjalan. Upaya yang dilakukan
adalah Pengefektifan SOP Penyelesaian perkara.

2. Sasaran Strategis 2: Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara.

Ada 4 Indikator Kinerja Utama yang diukur, berdasarkan analisis semua
indikator berhasil mencapai target yaitu Persentase isi putusan yang diterima
oleh para pihak tepat waktu, Persentase perkara yang diselesaikan melalui
mediasi, Persentase berkas perkara yang diajukan banding Kasasi, dan PK
secara lengkap dan tepat waktu, Persentase putusan perkara yang menarik
perhatian masyarakat yang dapat diakses secara oneline dalam waktu 1 hari
setelah putus, Faktor penyebab keberhasilan tersebut adalah:
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1,

Relas berjalan walaupun kekurangan tenaga jurusita, karena saat ini
Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun belum mempunyai Jurusita

yang Definitif.

Mediasi berjalan dari 23 yang dimediasikan 4 yang berhasil damai
walaupun tidak semua berhasil namun realisasi diatas target sehingga

pencapaian 100%.

Penempatan SDM yang tepat dan sesuai dengan Tupoksi walaupun
kondisi saat ini SDM kurang namun administrasi perkara berjalan efektif
sesuai dengan target. Sehingga tercapai tertib administrasi karena
ditunjang dengan SOP.

Penginputan perkara yang menarik perhatian masyarakat tepat waktu
kerana didukung dengan SIPP yang langsung terhubung ke jaringan

oneline termasuk terhubung langsung ke Didirektori putusan.

Upaya untuk meningkatkan capaian sesuai target, sebagai penguat
keberhasilan ditetapkan arah kebijakan antara lain::

L

Mengefektifan SOP Jurusita dalam penyampaian putusan

Tugas dan tanggung jawab jurusita adalah menyampaikan relas tepat
waktu, tugas tersebut harus sesuai dengan SOP, dengan adanya SOP
tersebut maka persentase putusan yang disampaikan tepat waktu kepada
para pihak bisa meningkat pencapaiannya.

Mengefektifkan SOP Hakim dalam penyelesaian Mediasi

Dengan banyaknya perkara yang mendapat akta perdamaian maka
berkurangnya para pihak untuk berperkara dipengadilan maka
pengelolaan penyelesaian perkara menjadi efektif.
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3. Meningkatkan kinerja staf dengan bekerja secara efesien.
Penyelesaian pengiriman berkas upaya hukum tepat waktu secara lengkap
akan mengurangi penumpukan berkas perkara dipengadilan sehingga
pengelolaan penyelesaian perkara akan menjadi efektif.

4. Meningkatkan kinerja Hakim dan PP dalam menginput SIPP dan
Direktori Putusan dengan one day publis.
Dengan menginput putusan tepat waktu dan mempublikasikan secara
online dalam waktu 1 hari setelah putus kepada public maka masyarakat
akan dengan mudah memperoleh informasi terkait khususnya perkara
yang menarik perhatian dalam perkara, Sehingga public percaya akan
terpenuhi kebutuhannya.

3. Sasaran Strategis 3: Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin
dan terpinggirkan.

Ada 3 Indikator Kinerja Utama yang diukur, berdasarkan analisis |
indikator yang bisa diukur yaitu Persentase pencari keadilan golongan tertentu
yang mendapat layanan Pos Bakum, sementara persentase perkara prodeo
yang diselesaikan tidak bisa diukur karena tidak ada perkara yang masuk
dalam tahun 2018 dan persentase perkara diluar gedung pengadilan tidak bissa
diukur karena tidak ada di Pengadilan Negeri Tanjung Balai Faktor penyebab
keberhasilan tersebut adalah: Pelayanan masyarakat untuk memperoleh
bantuan hukum langsung ditindaklanjuti oleh petugas piket terbukti dari
analisis yang dilakukan itu berarti telah menjalankan Program Mahkamah
Agung untuk memberi pelayanan pencari keadilan untuk mendapatkan layanan
hukum melalui Pos Bakum. Upaya untuk meningkatkan capaian sesuai target,
sebagai penguat keberhasilan ditetapkan arah kebijakan adalah Mempermudah
para pencari keadilan dalam memperoleh layanan hukum dalam konsultasi,
bimbingan dalam membuat gugatan dll, maka pengadilan menyiapkan pos
bantuan hukum yang melayani tiap jam kerja, yang bekerja sama dengan

advokad sebagai petugas yang dibiayai oleh dipa pengadilan.
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Tabel 30. Potensi keberhasilan kinerja

Kinerja Utama Keberhasilan Kekuatan keberhasilan
Terwujudnya 1. Penyelesaian minutasi sisa perkara yang | 1. Meningkatkan
proses peradilan diselesaikan tepat waktu sehingga tidak penyelesaian perkara
yang pasti terjadi penumpukan perkara tahun lalu Dengan cara
Transparan dan 25 P il svec s btatluakin e s Mengefektifkan SOP
2 pengadilan khususnya dalam hal Kasasi
dan PK,
3. Selisih penurunan sisa perkara pada
Tahun 2017 meningkat dari tahun
sebelumnya.
Peningkatan 1. Relas berjalan walaupun kekurangan | 1. Mengefektifan SOP
efektifitas TEnags urasin s
pengelolaan 2. Penempatan SDM yang tepat dan sesuai penyammu'jan goon
penyelesaian dengan Tupoksi walaupun kondisi saat > Men.gefektlﬂcan e
perkara ini SDM kurang i dal.am o
penyelesaian Mediasi
3. Penginputan perkara yang menarik | 3. Meningkatkan kinerja
perhatian masyarakat tepat waktu staf dengan bekerja
secara efesien
4. Meningkatkan kinerja
Hakim dan PP dalam
menginput SIPP dan
Direktori Putusan dengan
one day publis.
Mesinghatuya 1. Pelaksanaan SOP perkara prodeo yang Memp.ermudah B
akses peradilan keadilan dalam
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bagi masyarakat
miskin dan

terpinggirkan.

ditindaklanjuti sudah berjalan namun
perkara tidak ada yang masuk

B ﬁigrﬁﬁéroléh lﬁyanah 0o

hukum

2. Pelayanan masyarakat untuk
memperoleh bantuan hukum langsung
ditindaklanjuti oleh petugas piket

4. ANALISIS EFESIENSI SUMBER DAYA MANUSIA

Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun sebagai satuan kerja Mahkamah Agung
RI dituntut untuk terus meningkatkan kinerja setiap tahunnya khususnya dalam hal
pelayanan masyarakat baik dalam hal penyelesaian perkara maupun pelayanan
mendapatkan informasi sehingga sangat diperlukan analisis untuk efesiensi sumber
daya manusia yang didukung oleh sarana dan prasarana. Pemenuhan dan penggunaan
sumber daya sangat berkaitan erat dengan Sumber Dana (Anggaran) yang memadai,
Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun sudah menetapkan target kinerja selama 5
tahun, target yang ditetapkan berkaitan dengan Tupoksi dan anggaran, setiap tahun
dibuat laporan realisasi sejauh mana capaiannya, tingkat kegagalan dan tingkat
keberhasilan tergantung dengan penguatan SDM nya dan penurunan dan peningkatan
kinerja juga berpengaruh dengan kwalitas SDM nya sebagai subjek dari organisasi
tersebut. Berdasarkan laporan tahunan 2018 bahwa analisis tehadap SDM Pengadilan
Negeri Tanjung Balai Karimun dilihat dari tabel berikut:
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Tabel 31. Sumber Daya Manusia Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun

Sumber Daya Manusia

Nama

Jabatan

Keterangan

1 | Budiman Sitorus,SH Ketua

2 | Agung Nugroho,SH Wakil

3 | Yanuarni Abdul Gaffar,SH Hakim

4 | Antoni Trivolta,SH Hakim

5 | Yudi Rozadinata,SH Hakim

6 | Agus Soetrisno,SH Hakim

7 | Renny Hidayati,SH Hakim

8 | Aryudiwan,SH,MH Panitera

9 | Muhammad Ronaldi,ST Sekretaris

10 | Sul Ahmad,SH Panmud Perdata

11 | Supriadi, SH Plh. Panmud

Pidana
12 | Tiurma Melvaria Panmud Hukum
Sitompul,SH,MH

13 | Zaervina Kurniaty,A.Md,SH Kasubbag
Perencanaan,Tl
dan Pelaporan

14 | Hendra Prawira,SH Kasubbag Umum
dan Keuangan

15 | Yuni Eka Putri, SH Plh Kepegawaian,
Organisasi dan

Tata lasana
16 | Ronny Erlando Panitera
Pengganti
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17 | Almasih Panitera
Pengganti
19 | Rosi Gustina,SH Staf Umum dan | Merangkap sebagai
Keuangan Jurusita Pengganti
20 | Muhammad Yusuf Staf umum dan | Merangkap sebagai
Keuangan Jurusita Pengganti
21 | Mimi Susanti Pramubakti Merangkap Staf umum
dan Keuangan
22 | Arex Riau Protomo, A.Md Pramubakti Merangkap staf
Perencanaan Tl dan
Pelaporan
23 | Iga Amilia Adriani,S.Si Pramubakti Merangkap Staf
Kepaniteraan Hukum
24 | Hera Indra,SIP Pramubakti Merangkap Staf
Kepegawaian,Organisasi
dan Tata Laksana
25 | Mai Manah,S.Sos Pramubakti Merangkap staf Umum
dan Keuangan
26 | Sentia Gusrini Pramubakti Merangkap staf
kepaniteran pidana
27 | Ikhwandi S. Rambe Pramubakti Merangkap staf
kepaniteran pidana
28 | Rut Hellen Simatupang,A.Md Pramubakti Merangkap staf
kepaniteraan Perdata
29 | Shodikul WA Sopir Merangkap Staf
Kepaniteraan Perdata
30 | Heri Irfan Sopir Merangkap Staf Umum
dan Keuangan
31 | Kadir Satpam Merangkap Staf Umum

dan Keuangan
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32 | Rosamin Satpam Merangkap Staf Umum

dan Keuangan

Dari tabel diatas terlihat jelas bahwa Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun
kekurangan SDM karena sampai pada tahun 2018 tugas Staf masih dipegang oleh
tenaga Honorer, seharusnya posisi staf dari Pegawai bukan tenaga honorer,
Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun berupaya selalu memperkuat SDM dengan
menempatkan tenaga Honerer untuk menyelesaikan administrasi perkara dengan tidak
merubah  tugas dan tanggung jawab mereka sesuai SK pengangkatan sebagai
Pramubakti, Satpam, dan Sopir. Penempatan tenaga honorer tersebut ini sudah
membantu tugas teknis dalam hal perkara maupun non teknis, sehingga pelaksanaan
tugas bisa berjalan lancar karena penggunaan SDM yang efesien dan siap pakai.

Berikut analisis perbandingan Sumber Daya Manusia dari tahun 2014 s/d 2018 dirinci
dalam tabel berikut:

Tabel 32 analisis pengelolaan SDM dengan Perkara

5 Perkara Jumlah
Tahun | PenggUnzan
Perdata Pidana
2014 33 70 174 244
2015 33 80 318 398
2016 32 126 371 497
2017 32 176 297 473
2018 32 217 304 521
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Diagram 19. analisis pengelolaan SDM dengan Perkara

Dari Tabel atas terlihat jelas perbandingan jumlah SDM dengan perkara, semakin
tahun jumlah perkara semakin meningkat, sementara jumlah SDM tetap dari tahun
sebelumnya, jumlah ini tidak seimbang namun Pengadilan Negeri Tanjung Balai
Karimun berupaya mengefektifkan penggunaan SDM secara maksimal.

Adapun Hubungan SDM dengan jumlah anggaran tersedia dan sebagai pembanding
dilihat dari tahun 2014 s/d 2018 antara lain sbb:

Tabel 33. Analisis Realisasi pengelolaan SDM dengan Anggaran

Penggunaan

Tahun SDM Anggaran Target R,:i;;i:; n
2014 33 2.808.219.294 100% 96,73%
2015 33 2.903.929.257 100% 85,53%
2016 32 3.352.739.233 100% 96,35%
2017 32 3.791.025.843 100% 98,49%
2018 32 3.616.157.000 100% 99,85%

Dari Tabel diatas menunjukkan bahwa anggaran untuk mendukung SDM meningkat
terus karena kebutuhan tiap tahun meningkat kenaikan ini terlihat di Belanja Pegawai,
karena berkaiatan dengan Gaji.
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S.

ANALISIS PROGRAM / KEGIATAN PENGADILAN NEGERI TANJUNG
BALAI KARIMUN.

Untuk mewujudkan visi, misi serta sasaran, perlu ditetapkan berbagai program dan
kegiatan yang mendukung pelaksanaan tugas-tugas. Adapun program dan kegiatan
pokok Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun mengacu pada Mahkamah Agung RI
adalah sebagai berikut :

1. Program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya
mahkamah agung
Kegiatan: Pembinaan administrasi dan pengelolaan keuangan Badan Urusan
Administrasi
Indikator kegiatan: Penyelenggaraan operasional kantor dan non operasional satker
Program dan kegiatan ini untuk mendukung capaian indikator kinerja:
e Persentase sisa perkara yang diselesaikan Perdata, Pidana
¢ Persentase perkara perdata,pidana yang diselesaikan tepat waktu
¢ Persentase penurunan sisa perkara Perdata, pidana

Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding, kasasi, PK

Persentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan Diversi

1. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung
Kegiatan Pokok : Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah
Agung.

Indikator kegiatan: Pengadaan perangkat pengolah data penunjang SIPP.

Program dan kegiatan ini untuk mendukung capaian indikator kinerja:
¢ Indek responden pencari keadilan yang puaé terhadap layanan peradilan
e Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat

diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah putus
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2. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum
Kegiatan Pokok : Peningkatan Manajemen Peradilan Umum

Indikator kegiatan: Perkara peradilan umum diselesaikan ditingkat pertama dan

banding dan Layanan Pos Bantuan Hukum serta pembebasan biaya perkara prodeo.

¢ Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu.

e Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi.

¢ Persentase berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi dan PK secara lengkap
dan tepat waktu.

e Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan.

¢ Persentase perkara yang diselesaikan diluar gedung Pengadilan.

¢ Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan Bantuan
Hukum (Posbakum).

¢ Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)

Tabel 34. Visi, Misi, Iku, Sasaran Strategis dan Program Tahun 2015-2019

VISI
Terwujudnya Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang Agung

MISI

1. Menjaga kemandirian Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan

Meningkatkan kualitas kepemimpinan di Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi di Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun

Sasaran Strategis
Tujuan
Uraian Indikator Program Kegiatan
Pencari Terwujudnya Proses | d. Persentase  sisa | Program Pembinaan
keadilan Peradilan yang pasti, perkara yang dukungan administrasi
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kebutuhan
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terpenuhi

Transparan
Akuntabel
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diselesaikan
- Pidana
- Perdata
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perkara Perdata,
Pidana Yang
diselesaikan

tepat waktu

. Persentase

penurunan  sisa
perkara Perdata

Pidana

Persentase
perkara  yang
tidak
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- Kasasi
-PK

Persentase
perkara pidana
anak yang
diselesaikan

dengan Diversi

manajemen
dan
pelaksanaan
tugas teknis
lainnya
mahkamah
agung

dan
pengelolaan
keuangan
Badan
Urusan
Administras

i
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Program

Peningkatan
Sarana dan

Prasarana

Pengadaan

Sarana dan
Prasarana di

Lingkungan
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peradilan Aparatur Mahkamah
Mahkamah Agung
Agung
5. Peningkatan g. Persentase isi 'rogram Peningkatan
Efektifitas putusan yang Peningkatan Manajemen
Pengelolaan diterima oleh Manajemen Peradilan
Penyelesaian para pihak tepat | Peradilan Umum
Perkara waktu Umum
h. Persentase
perkara yang
diselesaikan
melalui mediasi
i. Persentase
berkas  perkara
yang  diajukan
Banding, Kasasi
dan PK secara
lengkap dan
tepat waktu
J. Persentase Program Pengadaan
putusan perkara Peningkatan Sarana dan
yang  menarik Sarana dan Prasarana di
perhatian Prasarana Lingkungan
masyarakat yang Aparatur Mahkamah
dapat diakses Mahkamah Agung
secara online Agung
dalam waktu 1
hari setelah putus
Setiap pencari | 6. Meningkatnya Akses | f. Persentase rogram Peningkatan
keadilan Peradilan perkara prodeo | Peningkatan Manajemen
dapat Masyarakat yang Manajemen Peradilan
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menjangkau dan Terpinggirkan diselesaikan
badan g. Persentase
peradilan Perkara yang
diselesaikan
diluar  Gedung
Pengadilan
h. Persentase
Pencari Keadilan
Golongan
Tertentu  yang
mendapat
Layanan Bantuan
Hukum
(Posbakum).
Public percaya | 7. Meningkatnya Persentase Putusan
bahwa PN kepatuhan terhadap | Perkara Perdata
tanjung Balai putusan Pengadilan | yang ditindaklanjuti
Karimun (dieksekusi)
memenuhi
butir 1 dan 2
diatas

Peradilan

Umum

Umum
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B. REALISASI ANGGARAN

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya untuk mencapai sasaran tujuan
Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun didukung oleh penyediaan anggaran melalui
Dipa dimana Pada tahun 2018 Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun mendapatkan

total anggaran :

1. RINCIAN DIPA

1. Rincian Dipa 01

sebesar Rp. 3.616.157.000,- dengan rincian Daftar Isian Pelaksanaan Tugas
(DIPA) sebagai berikut :
a. Alokasi Anggaran

Tabel 35. Anggaran Dipa 01 Tahun 2018

: 34 Belanja Pegawai 2.540.600.000

2 Belanja Barang 908.166.000

3 Belanja Modal 162.158.000
Total 3.616.157.000

Diagram 20. Anggaran Dipa 01 Tahun 2018
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b. Realisasi Anggaran

Tabel 36. Realisasi Anggaran Dipa 01 Tahun 2018

No Kegiatan Pagu Realisasi Persentase

1. | Belanja Pegawai 2.540.600.000 2.844.021.325 | 111,94%

2 | Belanja Barang 908.166.000 877.789.746 94,31%

3 Belanja Modal 162.158.000 161.829.600 98,92%

Total 3.610.924.000 3.883.640.671 99,80%

Diagram 21. Realisasi Anggaran Dipa 01 Tahun 2018

1. Belanja Pegawai

Belanja pegawai meliputi belanja pegawai mengikat dan tidak mengikat
yang penggunaannya antara lain untuk gaji dan tunjangan, uang duka, dan
uang makan Pada tahun 2018
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Belanja Pegawai
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Tabel 37 Realisasi Belanja Pegawai

Belanja Gaji Pokok

PNS 645.994.000 | 1.013.176.080 156,84 | -367.182.080
Belanja Pembulatan

Gaji PNS 13.000 14.393 110,72 -1.393
Belanja Tunij.

Suami/Istri PNS 49.494.000 79.169.600 159,96 | -29.675.600
Belanja Tunj. Anak

PNS 18.125.000 26.535.952 146,41 -8.410.952
Belanja Tunj.

Struktural PNS 19.760.000 21.280.000 107,69 -1.520.000
Belanja Tunj.

Fungsional PNS 1.210.300.000 | 1.180.800.000 97,56 29.500.000
Belanja Tunj. Pph

PNS 169.393.000 135.107.180 79,76 34.285.820
Belanja Tunj. Beras 58.606.000 60.543.120 103,31 -1.937.120

PNS
Belanja Uang Makan 204.140.000 195.265.000 95,65 8.875.000

PNS
Belanja Tunj. Umum 24.375.000 18.730.000 76,84 5.645.000

PNS
Belanja Tunj. 140.400.000 113.400.000 80,77 27.000.000

Kemahalan

Hakim

TOTAL 2.540.600.000 | 2.844.021.325 111,94% | -303.421.325
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Diagram 22. Realisasi Belanja Pegawai Tahun 2018

Dari tabel dan diagram diatas terlihat bahwa pagu yang tersedia sudah

teralisasi 100% .

2. Belanja Barang
Belanja Barang merupakan pengeluaran untuk pembelian barang dan jasa
yang habis pakai dalam kurun waktu satu tahun anggaran termasuk
didalamnya pemeliharaan dan perjalanan. Perhitungan dan penilaian
belanja barang dilakukan berdasarkan standar biaya yang telah ditetapkan,
dimana belanja barang terdiri dari belanja operasional dan non operasional,
yang meliputi keperluan sehari-hari perkantoran dan perjalanan dinas serta

honorarium.

Tabel 38 Realisasi Anggaran Dipa BUA (01) untuk belanja Barang Operasional

Tahun 2018
No

BELANJA/MAK PAGU DIPA (%)
Belanja Barang

Operasional
Belanja  Keperluan

Perkantoran 298.020.000 296.552.886 99,51 1.467.114
Belanja  Pengiriman

Surat Dinas Pos

Surat 7.200.000 6.634.000 92,14 566.000
Belanja Honor 37.800.000
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Operasional
Satuan Kerja 37.650.000 99,60 150.000

Belanja Barang
Operasional 15.300.000 100 0
Lainnya 15.300.000

Belanja Barang
Persediaan Barang 64.960
Konsumsi 85.816.000 85.751.040 99,92

Belanja  Langganan 96.000.000 84.157.212 87,66 11.842.788
Listrik

Belanja  Langganan 600.000 598.308 99,72 1.692
Telepon

Belanja  Langganan 2.500.000 1.680.000 67,20 820.000
Air

Belanja Biaya 123.780.000 123.754.870 99,98 25.130
Pemeliharaan
Gedung dan
Bangunan

Belanja biaya 80.400.000 79.258.491 98,58 1.141.509
pemeliharaan
peralatan dan
mesin

Belanja pemeliharaan 6.300.000 6.267.500 99,48 32.500
jaringan
TOTAL 753.716.000 737.604.307 97,86% 16.111.693

Belanja Barang Non Operasional

Tabel 39. Realisasi Anggaran Dipa BUA (01) untuk belanja Barang Non Operasional

Tahun 2018
No
JENIS REALISASI PERSEN SISA
BELANJA/MAK PAGU DIPA (%)
Belanja Barang Non
Operasional
Belanja  perjalanan
biasa 144.720.000 131.286.746 90,72 13.433.254
Belanja Bahan 9.730.000 8.899.000 91,46 831.000
TOTAL 154.450.000 140.185.746 90,76% 14.264.254
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Diagram 23. Realisasi belanja barang operasional dipa 01 Tahun 2018

Diagram 24. Realisasi belanja non Operasional Dipa 01 Tahun 2018

Dari tabel dan diagram diatas. Tercatat realisasi anggaran belanja
operasional kantor mencapai 97,86% dari pagu Rp. 753.716.000, dan
realisasi belanja non operasional mencapai 90,76% dari pagu Rp.
154.450.000 ini membuktikan anggaran belanja barang terserap walaupun
dibawah target.

3. Belanja Modal
Belanja Modal merupakan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka

menunjang sarana dan prasarana yang sifatnya menambah asset tetap dan
asset lainnya, antara lain meliputi belanja modal peralatan dan mesin.
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Tabel 40. Realisasi Anggaran Dipa BUA (01) untuk belanja Modal Tahun 2018
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No
JENIS REALISASI PERSEN SISA
BELANJA/MAK PAGU DIPA (%)
Belanja Modal
Belanja Penambahan
Nilai Gedung dan 39.836.500 99,59 163.500
Banguanan 40.000.000
Belanja Modal
peralatan dan 83.158.000 99,81 158.000
mesin 83.158.000
Belanja Modal
peralatan dan 38.993.100 98,98 6.900
mesin 39.000.000
TOTAL 162.158.000 161.829.600 99,80% 328.400
Diagram 25. Realisasi Belanja Modal Dipa 01 Tahun 2018
200.000.000 13¢5 158 00p51.829.600
150.000.000 -
100.000.000 4 M Belanja Modal
50.000.000 -
0 l —
Pagu Realisasi Sisa
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2. Rincian Dipa 03 (Badilum)

Dipa 03 sebesar Rp.90.860.000 ,- dengan rincian Daftar Isian Pelaksanaan Tugas

(DIPA) sebagai berikut :

a. Alokasi Anggaran

Tabel 41. Anggaran Dipa 03 Tahun 2018

Belanja Barang

164.260.000

Total

164.260.000

b. Realisasi Anggaran

Belanja Barang Dipa 03 ini ditujukan untuk menunjang kegiatan operasional

persidangan peradilan, dan peningkatan manajemen peradilan umum. untuk

lebih jelasnya dirincikan sebagai berikut:

Tabel 42 Realisasi Anggaran Dipa Peradilan Umum (03) Tahun 2018

Belanja
Belanja Jasa

Konsultan 24.000.000 23.880.000 100 120.000
Belanja Pengiriman

Surat Dinas Pos

Pusat 2.940.000 1.225.000 41.67 1.715.000
Belanja Bahan 61.070.000 52.073.000 85,27 8.997.000
Belanja Barang

Persediaan

Barang Konsumsi 42.800.000 42.797.924 100 2.076
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Belanja perjalanan
Dinas dalam kota 31.990.000 5.810.000 18,16 26.180.000
Belanja Barang non
operasional 0 0 1.460.000
lainnya 1.460.000
TOTAL 164.260.000 125.785.924 76,58% | 38.474.076

Diagram 26. Realisasi belanja barang dipa 03 tahun 2018

200.000.000
® Belanja barang

100.000.000

Belanja barang

Dari Tabel dan Diagram diatas terlihat Realisasi belanja barang dipa 03
mencapai 76,58% dari pagu Rp. 164.260.000, nilai ini lebih rendah dari nilai
realisasi dipa 01.

2. CAPAIAN ANGGARAN
.  DipaO0l

Tabel 44. Capaian Anggaran Dipa 01 Tahun 2018

1. Belanja 2.540.600.000 | 2.844.021.325 1711,94%‘ 100% 111,94%
Pegawai

2 Belanja 908.166.000 877.789.746 | 94,31% 100% 94,31%
Barang

3 Belanja 162.158.000 161.829.600 98,92% 100% 98.92%
Modal
Total 3.610.924.000 | 3.883.640.671 | 99,80% 99,80%
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2. Dipa 03
Tabel 45. Capaian Anggaran Dipa 03 Tahun 2018
No Kegiatan Pagu Realisasi Target Capaian
Angka Persen
: Belanja 164.260.000 | 125.785.924 | 76,58% 100% 70,05%
Barang
Total 164.260.000 | 125.785.924 | 76,58% 76,58%

Diagram 27. Capaian Realisasi Anggaran Dipa 01 dan Dipa 03 Tahun 2018

100%

50%

0%

10

«

Dipa 01

Dipa 03

m Target
m Capaian

3. REALISASI ANGGARAN PERPROGRAM

1. Program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya
mahkamah agung

Kegiatan: Pembinaan administrasi dan pengelolaan keuangan Badan Urusan

Administrasi

Indikator kegiatan: Penyelenggaraan operasional kantor dan non operasional

satker

Program dan kegiatan ini untuk mendukung capaian indikator kinerja:

Persentase sisa perkara yang diselesaikan Perdata, Pidana

Persentase perkara perdata,pidana yang diselesaikan tepat waktu

Persentase penurunan sisa perkara Perdata, pidana

Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding, kasasi, PK

Persentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan Diversi
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Program dan kegiatan ini menggunakan alokasi anggaran DIPA BUA (01)
sebesar Rp. 3.448.760.000,- yaitu belanja barang operasional dan non

operasional, dengan rincian sbb:

Tabel 46 Realisasi Anggaran Dipa BUA (01) untuk belanja Barang Operasional
Tahun 2018

Belania Gaji dan Tunjangan 2.540.600.000 | 2.844.021.325 111,94%

Belanja Barang Non 154.450.000 140.185.746 90,76%
Operasional
Belanja Keperluan
Perkantoran 298.020.000 296.552.886 99,51
Belanja Pengiriman Surat
Dinas Pos Surat 7.200.000 6.634.000 92,14
Belanja Honor Operasional
Satuan Kerja 37.800.000 37.650.000 99,60
Belanja Barang Operasional
Lainnya 15.300.000 15.300.000 100
Belanja Barang Persediaan
Barang Konsumsi 85.816.000 85.751.040 9992
Belanja Langganan Listrik 96.000.000 84.157.212 87,66
600.000 598.308 99,72

Belanja Langganan Telepon
Belanja Langganan Air 2.500.000 1.680.000 67,20
Belanja Biaya Pemeliharaan 123.780.000 123.754.870 99,98
Gedung dan Bangunan
Belanja biaya pemeliharaan 80.400.000 79.258.491 98,58
peralatan dan mesin
Belanja pemeliharaan 6.300.000 6.267.500 99,48
jaringan

TOTAL 3.448.760.000 | 3.721.811.071 94,31%

3. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung
Kegiatan Pokok : Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah
Agung.

Indikator kegiatan: Pengadaan perangkat pengolah data penunjang SIPP.

Program dan kegiatan ini untuk mendukung capaian indikator kinerja:

¢ Indek responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan

e Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat

diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah putus
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Program dan kegiatan ini menggunakan alokasi anggaran DIPA BUA (01) sebesar

Rp. 162.158.000,- yaitu belanja modal, dengan rincian sbb:

¢ Tabel 47. Realisasi Anggaran Dipa BUA (01) untuk belanja Modal Tahun 2018

Belanja Modal

Belanja Penambahan Nilai

Gedung dan Banguanan 40.000.000 39.836.500 99,59
Belanja Modal peralatan dan
mesin 83.158.000 83.158.000 99,81
Belanja Modal peralatan dan
mesin 39.000.000 38.993.100 98,98
TOTAL 162.158.000 161.829.600 99,80%

4. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum

Kegiatan Pokok : Peningkatan Manajemen Peradilan Umum

Indikator kegiatan: Perkara peradilan umum diselesaikan ditingkat pertama dan

banding dan Layanan Pos Bantuan Hukum serta pembebasan biaya perkara prodeo.

e Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu.

e Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi.
e Persentase berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi dan PK secara lengkap

dan tepat waktu.

o Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan.

o Persentase perkara yang diselesaikan diluar gedung Pengadilan.

e Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan Bantuan

Hukum (Posbakum).

e Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)

Program dan kegiatan ini menggunakan alokasi anggaran DIPA Dirjen Badilum (03)

sebesar Rp. 164.260.000,- yaitu belanja barang, dengan rincian sbb
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Tabel 48 Realisasi Anggaran Dipa Peradilan Umum (03) Tahun 2018

Belanja
Belanja Jasa Konsultan 24.000.000 23.880.000 100
Belanja Pengiriman Surat
Dinas Pos Pusat 2.940.000 1.225.000 41.67
Belanja Bahan 61.070.000 52.073.000 85,27
Belanja Barang Persediaan
Barang Konsumsi 42.800.000 42.797.924 100
Belanja perjalanan Dinas
dalam kota 31.990.000 5.810.000 18,16
Belanja Barang non
operasional lainnya 1.460.000 0 0
TOTAL 164.260.000 125.785.924 76,58%

Berikut Capaian Realisasi anggaran perprogram pada DIPA 01 dan DIPA 03, diantara

sebagai berikut:

Tabel 49. Realisasi anggaran perprogram

1 Program Dukungan | 3.448.760.000 | 3.721.811.071 | 16.111.693 | 94,31%

Manajemen dan
Pelaksanaan Tugas
Teknis lainnya
Mahkamah Agung

2 | Program 162.158.000 | 161.829.600 328.400 | 99.80%
Peningkatan Sarana
dan Prasarana
Aparatur Mahkamah

Agung

3 | Program 164.260.000 | 125.785.924 | 38.474.076 | 76,58%
Peningkatan
manajemen
peradilan umum
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Diagram 28. Hubungan Realisasi Anggaran perprogram

4.000.000.000

3.000.000.000
— * Pagu

2.000.000.000 e
%& M Realisasi
1.000.000.000 > @ 7 Capaian # Capaian

2'15.8' 642609 Realisasi
&=
Pagu

4. ANALISIS REALISASI DAN CAPAIAN ANGGARAN DARI TAHUN
SEBELUMNYA

Analisis Anggaran ini dilakukan untuk membandingkan alokasi anggaran dan
penyerapan anggaran pada tahun sebelumnya dengan tahun yang berjalan, dan
disamping itu juga dengan penganalisis ini kita dapat melihat berapa persen
penyerapan / realisasi yang terjadi dan persentase tersebut akan menjadi pembanding
pada tahun sebelumnya apakah ada peningkatan kinerja ataukah ada penurunan, untuk

lebih jelasnya berikut rinciannya:




1.

Dipa 01
2015 | 3.550.714.000 2.903.929.257 100% | 81,78% 81,78%
2016 | 3.479.572.000 3.352.739.233 100% | 96,35% 96,35%
2017 3.849.069.000 3.791.025.843 100% 98,49% 98,49%
2018 3.610.924.000 3.883.640.671 100% | 99,80% 99,80%
Diagram 29. Analisis Capaian realisasi dipa 01 dari tahun 2015 s/d 2018
W Target
W Realisasi
Capaian

Dari table dan diagram diatas terlihat bahwa pada tahun 2018 capaian anggaran
meningkat dari tahun sebelumnya, walaupun belum mencapai target namun

realisasi tersebut menunjuk keberhasilan dan peningkatan penyerapan anggaran.
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2. Dipa 03

Tabel. 51 analisis capaian anggaran pertahun

2015 | 32.335.000 31.865.000 100% | 98.,55% 98.55%
2016 | 31.650.000 31.642.710 100% | 99,97% 99.97%
2017 90.860.000 63.647.730 100% 70,05% 70,05%
2018 164.260.000 125.785.924 | 100% | 76,58% 76,58%
Diagram 30. Analisis Capaian realisasi dipa 03 dari tahun 2015 s/d 2018
98 55% 99,97%
100% 10 1 1
80% - 5% g 05%
60% M Target
B Realisasi
40%
-—  Capaian
o% T T
2015 2016 2017 2018

Dari table dan diagram diatas terlihat bahwa pada tahun 2018 capaian anggaran
meningkat dari tahun sebelumnya, walaupun belum mencapai target namun

realisasi tersebut menunjuk keberhasilan dan peningkatan penyerapan anggaran.
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Tabel 52. Realisasi Anggaran Tahun 2018 yang mendukung capaian indicator kinerja
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Realisasi
Sasaran Indikator Program Sumber Pagu Jenis Belanja Pagu
[ Strategis Anggaran
Rp. %
Terwujudnya | a. Persentase sisa perkara Program dukungan | Dipa (01) 3.448.760.000 -Belanja  Gaji  dan | 2.540.600.000 | 2.844.021.325 | 111,94%
Proses yang diselesaikan : manajemen dan Badan Tunjangan
Peradilan yang - Perdata pelaksanaan tugas Urusan
Pasti, - Pidana teknis lainnya Administrasi -Belanja Barang Non 154.450.000 140.185.746 90,76%
Transparan mahkamah agung Mahkamah Operasional
dan Akuntabel Agung RI
Kegiatan - Belanja Keperluan
:Pembinaan Perkantoran 298.020.000 296.552.886 9951
administrasi dan
pengelolaan -Belanja Pengiriman
keuangan Badan Surat Dinas Pos Surat 7.200.000 6.634.000 92,14
Urusan
Administrasi -Belanja Honor
Operasional Satuan 37.800.000 37.650.000 99,60
Kerja
-Belanja Barang
Operasional Lainnya 15.300.000 15.300.000 100
-Belanja Barang
Persediaan Barang
Konsumsi 85.816.000 85.751.040 99,92
-Belanja Langganan
Listrik
96.000.000 84.157.212 87,66
-Belanja Langganan
Telepon
-Belanja Langganan Air | 600.000 598.308 99,72
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b. Persentase perkara
:Perdata
Pidana

yang diselesaikan
tepat waktu

c. Persentase penurunan
sisa perkara:

PerdataPida

d. Persentase perkara
yang Tidak
Mengajukan Upaya
Hukum :

e Banding
o Kasasi
e PK
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-Belanja Biaya
Pemeliharaan Gedung
dan Bangunan

-Belanja biaya
pemeliharaan peralatan
dan mesin

-Belanja pemeliharaan
jaringan

2.500.000

123.780.000

80.400.000

6.300.000

1.680.000

123.754.870

79.258.491

6.267.500

67,20

99,98

98,58

99,48
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e. Persentase Perkara
Pidana Anak yang
Diselesaikan dengan
Diversi

f. Index responden pencari | Program Dipa (01) 162.158.000 - Belanja Penambahan | 40.000.000 39.836.500 99,59
keadilan  yang  puas | Peningkatan Sarana | Badan Nilai Gedung dan
terhadap layanan | dan Prasarana Urusan Banguanan
peradilan Aparatur Administrasi
Mahkamah Agung | Mahkamah - Belanja Modal
Agung RI peralatan dan mesin 83.158.000 83.158.000 99,81
Kegiatan:
Pengadaan Sarana - Belanja Modal
dan Prasarana di peralatan dan mesin
Lingkungan 39.000.000 38.993.100 98,98
Mahkamah Agung
Peningkatan a. Persentase Isi Putusan Program Dipa (03) 164.260.000 - Belanja Jasa 24.000.000 23.880.000 100
Efektivitas Yang Diterima Oleh Peningkatan Badan Dirjen Konsultan
Pengelolaan para pihak Tepat Waktu | Manajemen Peradilan
Penyelesaian peradilan umum Umum - Belanja Pengiriman 2.940.000 1.225.000 41.67
Perkara Surat Dinas Pos Pusat
Peningkatan
manajemen - Belanja Bahan
peradilan umum
- Belanja Barang 61.070.000 52.073.000 85,27
Persediaan Barang
Konsumsi 42.800.000 42.797.924 100
-Belanja perjalanan
Dinas dalam kota
- Belanja Barang non 31.990.000 5.810.000 18,16
operasional lainnya
1.460.000 0 0
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b. Persentase Perkara yang
Diselesaikan melalui
Mediasi

c. Persentase berkas
perkara yang diajukan
Banding, Kasasi dan PK
secara lengkap dan tepat
waktu

d. Persentase putusan Program Dipa (01) 162.158.000 - Belanja Penambahan | 40.000.000 39.836.500 99,59
perkara yang menarik Peningkatan Sarana | Badan Nilai Gedung dan
perhatian masyarakat dan Prasarana Urusan Banguanan
yang dapat diakses Aparatur Administrasi
secara online dalam Mahkamah Agung | Mahkamah - Belanja Modal
waktu 1 hari setelah Agung RI peralatan dan mesin 83.158.000 83.158.000 99,81
diputus Kegiatan:
Pengadaan Sarana -Belanja Modal
dan Prasarana di peralatan dan mesin
Lingkungan 39.000.000 38.993.100 98,98
Mahkamah Agung
Meningkatnya |a. Persentase  Perkara | Program Dipa (03) 164.260.000 - Belanja Jasa 24.000.000 23.880.000 100
Akses Prodeo yang diselesaikan | Peningkatan Badan Dirjen Konsultan
Peradilan bagi Manajemen Peradilan
Masyarakat peradilan umum Umum - Belanja Pengiriman 2.940.000 1.225.000 41.67
Miskin  dan Surat Dinas Pos Pusat
Terpinggirkan Peningkatan
manajemen - Belanja Bahan
peradilan umum
- Belanja Barang 61.070.000 52.073.000 85,27
Persediaan Barang
Konsumsi 42.800.000 42.797.924 100
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b. Persentase Perkara yang
diselesaikan  di  luar
Gedung Pengadilan

c. Persentase  Pencari
Keadilan Golongan
Tertentu yang Mendapat
Layanan Bantuan Hukum
(Posbakum)

Meningkatnya
Kepatuhan
Terhadap
Putusan
Pengadilan

d.Persentase Putusan
Perkara Perdata yang
Ditindaklanjuti
(dieksekusi)

-Belanja perjalanan
Dinas dalam kota

- Belanja Barang non
operasional lainnya

31.990.000

1.460.000

5.810.000

18,16
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BAB IV
PENUTUP

A. KESIMPULAN

Laporan Akuntabilitas Kinerja Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun Tahun
2018 merupakan gambaran capaian kinerja dari renstra 2015-2019 yang akuntabel dan
dapat dipertanggungjawabkan sekaligus sebagai alat ukur dalam menjalankan tugas
pokok dan fungsi. laporan ini menyajikan berbagai keberhasilan maupun kegagalan
capaian strategis yang ditunjukkan oleh Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun pada
tahun anggaran 2018. Berbagai capaian strategis tersebut tercermin dalam capaian

Indikator Kinerja Utama (IKU), maupun analisis kinerja berdasarkan tujuan dan sasaran.

Secara umum hasil capaian tahun 2018 pelaksanaan tugas pada
PengadilanNegeri Tanjung Balai Karimun sudah terlaksana dengan baik sebagaimana
mestinya capaian tersebut telah menunjukkan kinerja yang baik, dilihat dari jumlah
indikator kinerja yang telah melampaui target dan capaian yang menunjukkan
peningkatan dibandingkan dengan capaian tahun-tahun sebelumnya, namun tidak semua
target tercapal masih terdapat faktor kegagalan dalam pencapaian tersebut hal ini dilihat
Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Pengadilan Negeri Tanjung Balai
Karimun masih dihadapkan pada beberapa kondisi objektif yang harus diselesaikan
untuk meningkatkan kinerja Pengadilan. Berikut ini identifikasi potensi dan
permasalahan yang menjadi factor menurunnya kinerja di Pengadilan Negeri Tanjung
Balai Karimun ditinjau dari beberapa aspek sasaran strategis : Sasaran Strategisl:
Terwujudnya Proses Peradilan yang pasti, Transparan, dan Akuntabel,Dari 6 indikator
yang berdasarkan analisis ada 4 indikator yang tidak berhasil yaitu Persentase perkara
perdata dan pidana yang diselesaikan tepat waktu, Persentase penurunan sisa perkara
pidana perdata, persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding, kasasi
dan PK serta Indek responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan,
Faktor penyebab penurunan tersebut adalah Keterbatasan SDM, Dalam hal ini
kerterbatasan jumlah SDM menjadi masalah dalam Peradilan, jumlah perkara yang
masuk untuk diproses tidak seimbang dengan SDM yang akan menyelesaikannya

disamping itu juga kualitas SDM yang ada masih jauh dari yang diharapkan untuk

106




LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAN PENGADILAN NEGERI TANJUNG BALAI KARINUN TAHUN 2018

ditunjang dengan SOP, Penginputan perkara yang menarik perhatian masyarakat tepat
waktu kerana didukung dengan SIPP yang langsung terhubung ke jaringan oneline
termasuk terhubung langsung ke Didirektori putusan,

Upaya untuk meningkatkan capaian sesuai target, sebagai penguat keberhasilan
ditetapkan arah kebijakan antara lain:: Mengefektifan SOP Jurusita dalam penyampaian
putusan, Mengefektifkan SOP Hakim dalam penyelesaian Mediasi, Meningkatkan
kinerja staf dengan bekerja secara efesien. Meningkatkan kinerja Hakim dan PP dalam
menginput SIPP dan Direktori Putusan dengan one day publis.

Untuk keberhasilan Sasaran Strategis 3: Meningkatnya akses peradilan bagi
masyarakat miskin dan terpinggirkan. Ada 3 Indikator Kinerja Utama yang diukur,
berdasarkan analisis 1 indikator yang bisa diukur yaitu Persentase pencari keadilan
golongan tertentu yang mendapat layanan Pos Bakum, sementara persentase perkara
prodeo yang diselesaikan tidak bisa diukur karena tidak ada perkara yang masuk dalam
tahun 2018 dan persentase perkara diluar gedung pengadilan tidak bissa diukur karena
tidak ada di Pengadilan Negeri Tanjung Balai Faktor penyebab keberhasilan tersebut
adalah: Pelayanan masyarakat untuk memperoleh bantuan hukum langsung
ditindaklanjuti oleh petugas piket terbukti dari analisis yang dilakukan itu berarti telah
menjalankan Program Mahkamah Agung untuk memberi pelayanan pencari keadilan
untuk mendapatkan layanan hukum melalui Pos Bakum. Upaya untuk meningkatkan
capaian sesuai target, sebagai penguat keberhasilan ditetapkan arah kebijakan adalah
Mempermudah para pencari keadilan dalam memperoleh layanan hukum dalam
konsultasi, bimbingan dalam membuat gugatan dll, maka pengadilan menyiapkan pos
bantuan hukum yang melayani tiap jam kerja, yang bekerja sama dengan advokad

sebagai petugas yang dibiayai oleh dipa pengadilan.

B. SARAN

Dalam mengatasi kegagalan pencapaian target yang ditetapkan dalam renstra 2015-2019
maka perlu disarankan kedepan antara lain:

1. Penambahan sumber daya manusia yang berkwalitas  karena mempengaruhi dalam
efektifitas penyelesaian perkara terhadap perkara yang akan diselesaikan.
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2. Penambahan pembinaan tenaga teknis hakim khususnya dalam mengeluarkan
putusan, dengan terdapatnya putusan hakim yang berkwalitas maka akan
meningkatkan persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hokum karena para
pencari keadilan merasa puas dengan putusan yang dikeluarkan.

3. Penambahan alokasi anggaran untuk belanja modal dalam upaya peningkatan sarana
dan prasarana aparatur schingga dapat menunjang kinerja peradilan dalam pelayanan

publik secara prima.
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STRUKTUR ORGANISASI
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BAGAN 1. STRUKTUR ORGANISASI PENGADILAN NEGERI TANJUNG BALAI KARIMUN

KETUA

MAJLIS HAKIM

Budiman Sitorus, SH

WAKIL KETUA

Bambang Setyawan,SH, MH

PANITERA

Aryudiwan, SH, MH

SEKRETARIS

Muhammad Ronaldi, ST
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REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA
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LAMPIRAN KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI TANJUNG BALAI KARIMUN

Nomor : W4.U9 / Z0KP.05.10/1/2019
Tanggal : 21 Januari 2019
Tentang

REVIU KE 3 INDIKATOR KINERJA UTAMA

PENGADILAN NEGERI TANJUNG BALAI KARIMUN KELAS II

: Penetapan Reviu ke 3 Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun

KINERJA v PENANGGUNG
NO UTAMA INDIKATOR KINERJA PENJELASAN JAWAB SUMBER DATA
1. | Terwujudnya ; P.ersentgse sisa perkara yang yunatali Sida Porkigs yang diaslosatkan Panitera Laporan Bulanan
Proses diselesaikan : Jumlah Sisa Perkara yang Harus diselesaikan X 100% dan
Peradilan yang Laporan Tahunan
Pasti, - Perdata Catatan :
Transparan - Pidana Sisa perkara : sisa perkara tahun sebelumnya
dan Akuntabel
. Persentase perkara : Jumlah Perkara yang diselesaikan tahun berjalan | 4500 Panitera Laporan Bulanan
Jumlah Perkara yang ada dan
- Perdaa Laporan Tahunan
- Pidana Catatan :
yang diselesaikan perbandingan jumlah perkara yang diselesaikan dengan perkara yangharus
tepat waktu diselesaikan(sisa harus diselesaikan awal tahun yang dan perkara masuk)
Jumlah perkara yang ada = jumlah perkara yang diterima tahun
Berjalan ditambah sisa perkara tahun sebelumnya
Penyelesaian perkara tepat waktu = perkara yang diselesaikan tahun
berjalan
. Persentase penurunan sisa Tna-Tn Panitera Laporan Bulanan
perkara: a1 x100% dan
Laporan Tahunan
- Perdata Tn = Sisa perkara tahun berjalan
- Pidana Tn.1 = Sisa perkara tahun sebelumnya

Catatan:
Sisa Perkara adalah Perkara yang belum diputus pada tahun berjalan




d. Persentase perkara yang Jumlah Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Panitera Laporan Bulanan
Tidak Mengajukan Upaya Jumlah Putusan Perkara X 100% dan
Hukum : Catatan : Laporan Tahunan
e Banding e Upaya hukum = Banding, kasasi, PK
o Kasasi e Secara hukum semakin sedikit yang mengajukan upaya
» PK hukum, maka semakin puas atas putusan pengadilan
Persentase Pe_rkar 3 l?ldana Jumlah Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan secara Diversi 100% Panitera Laporan Bulanan
Anak yang D1sglcsankan Jumlah Perkara Pidana Anak e % dan
dengan Diversi Laporan Tahunan
Catatan:
Diversi: anak pelaku kejahatan tidak dianggap sebagai pelaku
kejahatan, melainkan sebagai korban
Index responden pencari Panitera Laporan Semesteran
keadilan yang puas terhadap | Index Kepuasan Pencari Keadilan 1 dan Laporan
layanan peradilan Tahunan
Catatan :
PERMENPAN Nomor KEP/25/M.PAN/2/2004 tanggal 24 Februari
2004 tentang Pedoman Umum Penyusunan Index Kepuasan
Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah sesuai Peraturan
Menteri PAN dan RB Nomor 16 Tahun 2014 Tentang Pedoman
Survey Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan
Publik
Peningkatan Persentase Isi Putusan Yang Jumlah Isi Putusan yang diterima tepat wakta100% Panitera Laporan Bulanan
Efektivitas Diterima Oleh para pihak Jumlah Putusan dan
Pengelolaan Tepat Waktu Laporan Tahunan
Penyelesaian
Perkara . Persentase Perkara yang Jumlah Perkara yang diselesaikan melalui Mediasi Panitera Laporan Bulanan
Diselesaikan melalui Jumlah Perkara yang dilakukan Mediasi x 100% dan
Mediasi Catatan : Laporan Tahunan
Perma No.1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan
? Persem.as berkas mkara Jumlah berkas perkara yang diajukan banding Panitera Laporan Bulanan
yang diajukan Banding, kasasi dan PK secara lengkap dan
Kasasi dan PK secara Jumlah berkas perkara yang dimohonkan banding, X 100% Laporan Tahunan

lengkap dan tepat waktu

kasasi dan PK




[d. Persentase putusan perkara AR e Panitera Laporan Bulanan
yang menarik perhatian ; dll’upload ':ialam Webl;ite o dan
masyarakat yang dapat Jumlah perkara Tipikor x 100% Laporan Tahunan
diakses secara online dalam yang diputus
waktu 1 hari setelah diputus

Meningkatnya a. Persentase Perkara Prodeo Jumlah Perkara Prodeo yang diselesaikan Panitera Laporan Bulanan
Akses yang diselesaikan Jumlah Perkara Prodeo X 100% dan
Peradilan bagi Laporan Tahunan
Masyarakat Catatan :
Miskin dan Perma No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan
Terpinggirkan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan
b. P,emcma_se P er,kara yang Jumlah Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan Panitera Laporan Bulanan
diselesaikan di luar Gedung Jumlah Perkara yang seharusnya diselesaikan di luar x 100% dan
Pengadilan gedung pengadilan Laporan Tahunan
Catatan :
e Perma No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan
Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan
e Di luar gedung pengadilan adalah perkara yang diselesaikan di luar
kantor pengadilan (zetting plaatz, sidang keliling maupun gedung-
gedung lainnya)
c. Persentase Pencari Panitera Laporan Bulanan
Keadilan Golongan Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapatkan x 100% dan
Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum Laporan Tahunan
Layanan Bantuan Hukum Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu
(Posbakum)

Catatan :

* PERMA No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan
Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan

¢ Golongan tertentu yakni masyarakat miskin dan terpinggirkan
(marjinal)




Meningkatnya
Kepatuhan
Terhadap
Putusan
Pengadilan

Persentase Putusan Perkara
Perdata yang Ditindaklanjuti
(dieksekusi)

Jumlah Putusan perkara yang ditindaklanjuti  100%
Jumlah Putusan Perkara yang sudah BHT

Catatan :
BHT : Berkekuatan Hukum Tetap

Panitera

Laporan Bulanan
dan
Laporan Tahunan

Ditetapkan di: Tanjung Balai Karimun

;._z'g;., AN SITORUS, SH
NTP.19640216 198703 1 005
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REVIU RENCANA KINERJA
PENGADILAN NEGERI TANJUNG BALAI KARIMUN

TAHUN 2018
No Program Kegiatan/ Indikator Kinerja Utama ;2;%;: Simm Raninka Indikator Kegiatan Target Anaga Ket
Sasaran Strategis e g ppeen
Terwujudnya Prciia :._ lPeris]:ent?se sisa perkara yang Penyelfzngglakr:an 12 layanan
Peradil yang Pasti, iselesaikan : operasiona n}or
1 T e dat Perdata 100% dan non operasional 3.410.946.000
A ll mtamb el Pidana 100% satker
b.Persentase pekara: 12 layanan
Penyelenggaraan
Perdata operasional kantor
Pidana 98% dan non operasional 3.410.946.000
yang diselesaikan 100% satker
tepat waktu Program dukungan
- o manajemen dan T T
¢. Persentase penurunan sisa perkara: pelaksanaan tugas s Penyelenggaraan ayanan
Peiditi tekll:‘its lain}:xya pengelolaan keuangan operasional kantor
Pidana 100% mahkamah agung Badan Urusan dan non operasional 3.410.946.000
100% Administrasi satker
d. Persentase perkara yang Tidak 12 layanan
Mengajukan Upaya Hukum : Penyelenggaraan
® B anding operasional kantor
97,50% dan non operasional 3.410.946.000
* Kasasi 98.55% satker
. PK §
99,50%
e. Persentase Perkara Pidana Anak yang :;ZZ::;E:;::W 12 Mymnen
Hilestanyishgen Deesel 1% dan non operasional 3.410.946.000
satker
Program Pengadaan Saranadan | Pengadaan perangkat 1
Peningkatan Prasarana di pengolah data layanan
Sarana dan Lingkungan Mahkamah | penunjang SIPP
f. Index responden pencari keadilan yang ‘l;rasraal;l:‘a Agung
puas terhadap layanan peradilan 75% MThkamah Agung 3.410.946.000




Program Peningkatan Terselenggaranya 200 164.260.000
1.  Persentase Isi Putusan Yang Peningkatan manajemen peradilan perkara yang perkara
:::im Peile;:‘s:‘lt: : Diterima Oleh para pihak Tepat Manajemen umum diselesaikan
8 y Waktu 100% peradilan umum ditingkat pertama
Perkara
Terselenggaranya 200 164.260.000
perkara yang perkara
diselesaikan
2. Persentase Perkara yang Diselesaikan ditingkat pertama
melalui Mediasi 15%
Terselenggaranya 200 164.260.000
perkara yang perkara
diselesaikan
3. Persentase berkas perkara yang ;
diajukan Banding, Kasasi dan PK secara 100% ditingkat pertama
lengkap dan tepat waktu
Program Pengadaan Saranadan | Pengadaan perangkat 1
4. Persentase putusan perkara yang Peningkatan Prasarana di pengolah data layanan
menarik perhatian masyarakat yang Sarana dan Lingkungan Mahkamah | penunjang SIPP
dapat diakses secara online dalam 100% Prasarana Agung 3.410.946.000
waktu 1 hari setelah diputus Aparatur
Mahkamah Agung
2 164.260.000
perkara
Meningkatnya Akses
Peradilan bagi | a. Persentase Perkara Prodeo yang
Masyarakat Miskin dan | diselesaikan 50%
Terpinggirkan
b. Persentase Perkara yang diselesaikan Terselenggaranya -
di luar Gedung Pengadilan = Program Peningkatan perkara yang
Peningkatan manajemen peradilan diselesaikan
Manajemen umum ditingkat pertama 24 164.260.000
peradilan umum layanan
c. Persentase Pencari Keadilan Golongan
Tertentu yang Mendapat Layanan 100%

Bantuan Hukum (Posbakum)




Meningkatnya Kepatuhan
Terhadap Putusan
Pengadilan

Persentase Putusan Perkara Perdata yang
Ditindaklanjuti (dieksekusi)

99,60%

164.260.000

§§

Program atau Kegiatan

1. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum.

2. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis

Lainnya Mahkamah Agung.

Anggaran
Rp. 164.260.000n,-
Rp. 3.410.946.000,-

Ditetapkan di : Tanjung Balai |
: \9 Desember

?
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PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
PENGADILAN NEGERI TANJUNG BALAI KARIMUN

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta
berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : BUDIMAN SITORUS, SH.
Jabatan : Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun.

Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : H. ADAM HIDAYAT ABU ATIEK, SH, MH.
Jabatan : Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru.
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini
dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen
perencanaan.

¥
Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap
capaian Kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian

penghargaan dan sanksi.

Tanjung Balai Karimun, 08 Februari 2018.
Pihak Kedua,
Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru

H.ADAM HIDAYAT ABU ATIEK, SH. MH
NIP. 19520713 198103 1 003




PERJANJIAN KINERJA
PENGADILAN NEGERI TANJUNG BALAI KARIMUN
TAHUN 2018

NO

SASARAN PROG/KEG*

IKU

TARGET

Terwujudnya Proses Peradilan yang
Pasti, Transparan dan Akuntabel

a. Persentase sisa
perkara yang
diselesaikan :
Perdata
Pidana

100%
100%

b.Persentase
pekara:

Perdata

Pidana

yang diselesaikan
tepat waktu

98%
100%

c. Persentase
penurunan sisa
perkara:

Perdata
Pidana

100%
100%

d. Persentase perkara
yang Tidak
Mengajukan Upaya
Hukum :

e Banding
e Kasasi
e PK

97,50%
98,55%
99,50%

e. Persentase Perkara
Pidana Anak yang
Diselesaikan dengan
Diversi

1%

f. Index responden
pencari keadilan
yang puas terhadap
layanan peradilan

75%

Peningkatan Efektivitas Pengelolaan
Penyelesaian Perkara

a. Persentase Isi
Putusan Yang
Diterima Oleh para
pihak Tepat Waktu

100%

b. Persentase Perkara
yang Diselesaikan
melalui Mediasi

15%

d. Persentase putusan
perkara yang
menarik perhatian -
masyarakat yang
dapat diakses secara
online dalam waktu 1
hari setelah diputus

100%




3 | Meningkatnya Akses Peradilan bagi a. Persentase Perkara 50%
Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan Prodeo yang
diselesaikan

b. Persentase Perkara -
yang diselesaikan di
luar Gedung
Pengadilan

c. Persentase Pencari 100%
Keadilan Golongan
Tertentu yang
Mendapat Layanan
Bantuan Hukum
(Posbakum)

4 | Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Persentase Putusan | 99,60%
Putusan Pengadilan Perkara Perdata yang
Ditindaklanjuti
(dieksekusi)

Program atau Kegiatan Anggaran

1. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum. Rp. 164.260.000,-

2. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Rp. 3.573.104.000,-
Lainnya Mahkamah Agung.

Tanjung Balai Karimun, 8 Februari 2018.
Pihak Kedua, Pihak Pertama,
Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru

H.ADAM HIDAYAT ABU ATIEK, SH. MH
NIP. 19520713 198103 1 003




RENCANA KINERJA TAHUN 2019




RENCANA KINERJA

PENGADILAN NEGERI TANJUNG BALAI KARIMUN

TAHUN 2019
No Program Kegiatan/ Indikator Kinerja Utama ?I“:;glxe : R Reakaian Indikator Kegiatan Target %
Sasaran Strategis gra e g i
Program dukungan Pembinaan 12 layanan
a. Persentase sisa perkara yang manajemen dan adialitehadtdan Penyelenggaraan
Terwujudnya Proses Peradilan | diselesaikan: pelaksanasn tugis ikt s bt operasional kantor
1 | yang Pasti, Transparan dan | Perdata 100% teknis lainnya ga g: dgn Dicicans 8a dan non operasional 3.616.157.000
Akuntabel Pidana 100% mahkamah agung Administrasi satker
b.Persentase pekara: Program dukungan Pembinaan 12 layanan
manajemen dan administrasi dan :;:x}"::ie:ngaglakr::?or
Perdata pelaksanaan tugas pengelolaan keuangan A
Pidana 19 :0‘}:6 teknis lainnya Badan Urusan :::;(:on operasional 3.616.157.000
yang diselesaikan mahkamah agung Administrasi *
tepat waktu
Program dukungan 12 layanan
manajemen dan
c. Persentase penurunan sisa perkara: pelaksanaan tugas Pembinaan
teknis lainnya administrasi dan zenxy'l:::ngaglal:::ntor
Perdata mahkamah agung pengelolaan keuangan dpe s
Pidana -50% Riates Baan atr;( non operasiona 3.616.157.000
-50% Administrasi o
d. Persentase perkara yang Tidak Program dukungan Pembinaan 12 layanan
Mengajukan Upaya Hukum : manajemen dan administrasi dan Penye;:::ngag]aga:l
e B anding pelaksanaan tugas pengelolaan keuangan gpera el ! 3.616.157
) 95,50% | teknislainnya Badan Urusan atrll‘non foion 616.157.000
g Kasasi 98,60% | mahkamah agung Administrasi b
. PK 99,60%
Program dukungan Pembinaan Pdoidaik 12 layanan
e. Persentase Perkara Pidana Anak yang manajemen dan administrasi dan o:ezaslongaglakr::for
DRIV Geitghn Diven 1% sgllf:?;::;;uga g g::gf‘ltl;l:::a:euangan dan non operasional 3.616.157.000
mahkamah agung Administrasi mather
1
Program Peningkatan | Pengadaan Saranadan | Pengadaan perangkat layanan
Sarana dan Prasarana di pengolah data
f. Index responden pencari keadilan yang 78% Prasarana Aparatur | Lingkungan Mahkamah | penunjang SIPP
puas terhadap layanan peradilan Mahkamah Agung Agung 3.616.157.000




Program Peningkatan Terselenggaranya 200 121.400.000
2.  Persentase Isi Putusan Yang Peningkatan manajemen peradilan perkara yang perkara
:ezlm Pe“?;:g:: Diterima Oleh para pihak Tepat 100% Manajemen umum diselesaikan
P: rlEara s Waktu peradilan umum ditingkat pertama
Program Peningkatan Terselenggaranya 200 121.400.000
Peningkatan manajemen peradilan perkara yang perkara
Manajemen umum diselesaikan
2. Persentase Perkara yang Diselesaikan peradilan umum ditingkat pertama
melalui Mediasi 15%
Program Peningkatan Terselenggaranya 200 121.400.000
Peningkatan manajemen peradilan perkara yang perkara
Manajemen umum diselesaikan
3. Persentase berkas perkara yang b ¢
diajukan Banding, Kasasi dan PK secara 100% peradilan umum ditingkat pertama
lengkap dan tepat waktu
4, Persentase putusan perkara yang Program Peningkatan | Pengadaan Sarana dan Pengadaan perangkat 1
menarik perhatian masyarakat yang Sarana dan Prasarana di pengolah data layanan
dapat diakses secara online dalam 100% Prasarana Aparatur Lingkungan Mahkamah | penunjang SIPP 3.616.157.000
waktu 1 hari setelah diputus Mahkamah Agung Agung
Program Peningkatan Terselenggaranya 2 121,400,000
Peningkatan manajemen peradilan | perkara yang perkara
Manajemen umum diselesaikan
::;l“ﬁ:s;nayalﬁl:::dg:: a. Persentase Perkara Prodeo yang peradilan umum ditingkat pertama
diselesaikan 1%
Terpinggirkan
b. Persentase Perkara yang diselesaikan -
di luar Gedung Pengadilan
24
layanan
c. Persentase Pencari Keadilan Golongan
Tertentu yang Mendapat Layanan Terselenggaranya
Bantuan Hukum (Posbakum) 100% Program Peningkatan perkara yang 121.400.000
Peningkatan manajemen peradilan diselesaikan
Manajemen umum ditingkat pertama

peradilan umum




Program Peningkatan Terselenggaranya 121.400.000
Peningkatan manajemen peradilan perkara yang
Manajemen umum diselesaikan 200
Meningkatnya Kepatuhan | Persentase Putusan Perkara Perdata yang 95% peradilan umum ditingkat pertama perkara
Terhadap Putusan Pengadilan Ditindaklanjuti (dieksekusi)
Program atau Kegiatan Anggaran
1. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum. Rp. 121.400.000,-
2. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Rp. 3.616.157.000,-
Lainnya Mahkamah Agung.
Ditetapkan di : Tanjung Balai Karimun
Pada all “ilt--s = dNUgd . )19




METRIK RENCANA STRATEGIS 2015-2019




MATRIK REVIU KE- 3 RENCANA STRATEGIS TAHUN 2015 - 2019

PENGADILAN NEGERI TANJUNG BALAI KARIMUN.

Visi  :.Terwujudnya Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang Agung
Misi : 1.Menjaga kemandirian Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun.
2.Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan.
3. Meningkatkan kwalitas kepemimpinan di pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun.
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi di Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun.
No Tujuan Lanrg:; Sasaran Target Strategis
Uraian Indikator kinerja Mén e%gah Uraian Indikator kinerja Program Kegiatan Indikator | Target
2015 2016 2017 2018 2019 Kegiatan
1 Pencari a. Persentase sisa perkara 100% Terwujudnya a. Persentase sisa perkara Program Pembinaan | Penyeleng | 12 layanan
keadilan yang diselesaikan : Proses yang diselesaikan : dukungan administrasi | garaan
merasa Perdata Peradilan Perdata 100% 100% 100% 100% 100% manajemen | dan operasion
kebutuhan dan Pidana yang Pasti, Pidana 100% 100% 100% 100% 100% dan pengelolaan | al kantor
kepuasannya Transparan pelaksanaan | keuangan dan non
terpenuhi dan Akuntabel tugas teknis | Badan operasion
lainnya Urusan al satker
mahkamah Administrasi
agung
b. Persentase perkara : b. Persentase Program Pembinaan | Penyeleng | 12 layanan
perkara: dukungan administrasi | garaan
Perdata 98% 99,39% 100% | 98,05% 98% 98% manajemen dan operasion
Pidana 100% Perdata 99,39% 100% | 98,05% 100% 100% dan pengelolaan | al kantor
Pidana yang pelaksanaan | keuangan dan non
yang diselesaikan diselesaikan tugas teknis | Badan operasion
tepat waktu tepat waktu lainnya Urusan al satker
mahkamah Administrasi
agung
c. Persentase penurunan sisa c. Persentase penurunan Program Pembinaan | Penyeleng | 12 layanan
perkara: sisa perkara: dukungan administrasi | garaan
manajemen dan operasion
Perdata -50% Perdata - - - 100% -50% dan pengelolaan | al kantor
Pidana -50% Pidana 100% -50% pelaksanaan | keuangan dan non
tugas teknis | Badan operasion
lainnya Urusan al satker
mahkamah Administrasi

agung




d. Persentase perkara yang Program Pembinaan | Penyeleng | 12 layanan

d. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan dukungan administrasi | garaan

Tidak Mengajukan Upaya Upaya Hukum : manajemen dan operasion
Hukum : dan pengelolaan | al kantor
° ; 95,50 ° pelaksanaan | keuangan dan non
: z::";g 98,60 2 2"”"’;9 100% | 9850 | 99.60% | 97,50% | 9550% | tugasteknis | Badan operasion
o 99 60 sas 100% 100% 98,50% 98,55% 98,60% | lainnya Urusan al satker
e PK e PK 100% 100% 98,00% 99,50% | 99,60% | mahkamah Administrasi
agung
e. Persentase Perkara Pidana 1% e, Persentase Perkara - - - 1% 1% Program Pembinaan | Penyeleng | 12 layanan
Anak yang Diselesaikan Pidana Anak yang dukungan administrasi | garaan
dengan Diversi Diselesaikan dengan manajemen dan operasion
Diversi dan pengelolaan | al kantor
pelaksanaan | keuangan dan non
tugas teknis Badan operasion
lainnya Urusan al satker
mahkamah Administrasi
agung_

f. Index responden pencari 78% f. Index responden - 90% 95% 75% 78% Program Pengadaan | Pengadaa 1
keadilan yang puas terhadap pencari keadilan yang Peningkatan | Saranadan | n layanan
layanan peradilan puas terhadap layanan Sarana dan Prasarana perangkat

peradilan Prasarana di pengolah
Aparatur Lingkungan data
Mahkamah Mahkamah penunjan
e ad Agung Agung SiPP
Public percaya | a. Persentase Isi Putusan 100% Peningkatan a. Persentase Isi Putusan 100% 100% 100% 100% 100% Program Peningkatan | Terseleng | 200
bahwa PN Yang Diterima Oleh para Efektivitas Yang Diterima Oleh para Peningkatan manajemen | garanya perkara
tanjung  Balai pihak Tepat Waktu Pengelolaan pihak Tepat Waktu Manajemen peradilan perkara
Karimun Penyelesaian peradilan umum yang
memenuhi butir Perkara umum diselesaik
1 dan 2 diatas an
ditingkat
pertama
b. Persentase Perkara yang 15% b. Persentase Perkara 10% 10% 15% 15% 15% Program Peningkatan | Terseleng | 200
Diselesaikan melalui yang Diselesaikan Peningkatan | manajemen | garanya perkara
Mediasi melalui Mediasi Manajemen peradilan perkara
peradilan umum yang
umum diselesaik
an
ditingkat

pertama




c. Persentase berkas perkara 100% c. Persentase berkas 100% 100% | 100% 100% 100% Program Peningkatan | Terseleng | 200
yang diajukan Banding, perkara yang diajukan Peningkatan | manajemen | garanya perkara
Kasasi dan PK secara Banding, Kasasi dan PK Manajemen peradilan perkara
lengkap dan tepat waktu secara lengkap dan peradilan umum yang
tepat waktu umum diselesaik
an
ditingkat
pertama
d. Persentase putusan perkara 100% d. Persentase putusan 100% 100% | 100% 100% 100% Program Pengadaan | Pengadaa 1
yang menarik perhatian perkara yang menarik Peningkatan | Saranadan | n layanan
masyarakat yang dapat perhatian masyarakat Sarana dan Prasarana perangkat
diakses secara online dalam yang dapat diakses Prasarana di pengolah
waktu 1 hari setelah diputus secara online dalam Aparatur Lingkungan data
waktu 1 hari setelah Mahkamah Mahkamah penunjan
diputus Agung Agung g SIPP
Setiap pencari |a. Persentase Perkara Prodeo 1% Meningkatnya |a. Persentase Perkara 100% 100% | 100% 50% 1% Program Peningkatan | Terseleng | 2
keadilan dapat yang diselesaikan Akses Prodeo yang diselesaikan Peningkatan manajemen | garanya perkara
menjangkau Peradilan bagi Manajemen peradilan perkara
badan Masyarakat peradilan umum yang
peradilan Miskin dan umum diselesaik
Terpinggirkan an
ditingkat
pertama
b. Persentase Perkara yang - b. Persentase Perkarayang | - - - - - -
diselesaikan di luar Gedung diselesaikan di luar
Pengadilan Gedung Pengadilan
c. Persentase Pencari Keadilan 100% c. Persentase Pencari - - - 100% 100% Program Peningkatan | Terseleng | 24
Golongan Tertentu yang Keadilan Golongan Peningkatan | manajemen | garanya layanan
Mendapat Layanan Bantuan Tertentu yang Mendapat Manajemen peradilan perkara
Hukum (Posbakum) Layanan Bantuan Hukum peradilan umum yang
(Posbakum) umum diselesaik
an
ditingkat

pertama




d.Persentase Putusan Perkara 95% Program Peningkatan | Terseleng | 200
Perdata yang Ditindaklanjuti Meningkatnya Persentase Putusan 100% 100% | 99,50% 99,60% 95% Peningkatan manajemen | garanya perkara
(dieksekusi) Kepatuhan Perkara Perdata yang Manajemen peradilan perkara

Terhadap Ditindaklanjuti peradilan umum yang

Putusan (dieksekusi) umum diselesaik

Pengadilan an
ditingkat
pertama

Ditetapkan di: Tanjung Balai Karimun




PENGUKURAN KINERJA TRIWULAN



PENGUKURAN KINERJA PER TRI WULAN
PENGADILAN NEGERI TANJUNG BALAI KARIMUN

TAHUN 2018
No Sasaran Triwulan | Triwulan Il Triwulan |l Triwulan IV
Strategis Indikator kinerja Target
Target | Realisasi | Capaian | Target | Realisasi Capaian Target Realisasi Capaian Target Realisasi Capaial
1 Terwujudnya a. Persentase sisa perkara
Proses yang diselesaikan :
Peradilan Perdata 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
yang Pasti, Pidana 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Transparan
dan Akuntabel
b. Persentase
perkara:
Perdata 98% 98% 28,20% 28,77% 98% 23,33% 23,80% 98% 30,76% 31,38% 98% 51,72% 52,77%
Pidana yang 100% 100% 32,39% 32,39% 100% 28,98% 28,98% 100% 31,64% 31,64% 100% 36,48% 36,48%
diselesaikan
tepat waktu
c¢. Persentase penurunan
sisa perkara:
Perdata 100% 100% -40% -40% 100% 8% 8% 100% -1.4% -71.4% 100% 46,15% 46,15%
Pidana 100% 100% 12,72% 12,72% 100% 10,90% 10,90% 100% -13,04% -13,04% 100% 21,66% 21,66%
d. Persentase perkara yang
Tidak Mengajukan
Upaya Hukum :
e Banding
¥ K 7 97,50% 97,50% 96,29% 96,67% 97,50% 91,30% 93,64% 97,50% 100% 100% 97,50% 100% 100%
— 98,65% | 98,55% 100% 100% | 98,55% 100% 100% 98,55% 96.15% 97,97% 98,55% 100% 100%
e PK 99,50% 99,50% 100% 100% 99,50% 100% 100% 99,50% 1 60% 100% 99,50% 100% 100%
e. Persentase Perkara 1% - . - 9% 100%
Pidana Anak yang
Diselesaikan dengan
Diversi




f. Index responden
pencari keadilan yang
puas terhadap layanan
peradilan

75%

75%

75%

75%

73,56%

100%

75%

Peningkatan
Efektivitas
Pengelolaan
Penyelesaian
Perkara

a. Persentase Isi Putusan
Yang Diterima Oleh para
pihak Tepat Waktu

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

b. Persentase Perkara
yang Diselesaikan
melalui Mediasi

15%

15%

15%

15%

17,39

100%

15%

c. Persentase berkas
perkara yang diajukan
Banding, Kasasi dan PK
secara lengkap dan
tepat waktu

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

d. Persentase putusan
perkara yang menarik
perhatian masyarakat
yang dapat diakses
secara online dalam
waktu 1 hari setelah
diputus

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Meningkatnya
Akses

Peradilan bagi
Masyarakat
Miskin dan
Terpinggirkan

a. Persentase Perkara
Prodeo yang diselesaikan

50%

50%

50%

50%

b. Persentase Perkara yang
diselesaikan di luar
Gedung Pengadilan

c. Persentase Pencari
Keadilan Golongan
Tertentu yang Mendapat
Layanan Bantuan Hukum
(Posbakum)

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Meningkatnya

Kepatuhan
Terhadap
Putusan

Pengadilan

Persentase Putusan
Perkara Perdata yang
Ditindaklanjuti
(dieksekusi)

99,60%

99,60%

40%

40,16%

99,60%

99,60%

53,33%

53,54%

99,60%

33,33%

33,46%
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PENGUKURAN KINERJA PENGADILAN NEGERI TANJUNG BALAI KARIMUN

TAHUN 2018
SASARAN INDIKATOR TARGET | REALISASI | CAPAIAN
Terwujudnya a. Persentase sisa perkara yang
proses peradilan diselesaikan
yang pasti Perdata 100% 100% 100%
transparan dan Pidana 100% 100% 100%
Akuntabel
b. Persentase perkara
Perdata 98% 93,54% 95,44%
Pidana 100% 84,53% 84,53%
Yang diselesaikan tepat waktu
c. Persentase penurunan sisa perkara
Perdata 100% -100% -100%
Pidana 100% -74% -74%
d. Persentase Perkara yang tidak
mengajukan upaya hukum
Banding 97,50% 93,31% 95,70%
Kasasi 98,55% 97,66% 99%
PK 99,50% 98,24% 98,73%
e.  Persentase perkara anak yang 1% 9% 100%
diselesaikan dengan diversi
f  Indek responden pencari keadilan 75% 73,56% 77.43%
yang puas terhadap layanan
peradilan
Rata- rata capaian 94,53%
2 Penmgkatan a. Persentase isi putusan yang diterima 100% 100% 100%
efektifitas oleh para pihak tepat waktu
pengelolaan
penyelesaian
perkara
b. Persentase perkara yang diselesaikan 15% 17,3%% 100%
melalui mediasi
c. Persentase berkas perkara yang 100% 100% 100%
diajukan Banding, Kasasi dan PK
secara lengkap dan tepat waktu
d. Persentase putusan perkara yang 100% 100% 100%
menarik perhatian masyarakat yang
dapat diakses secara oneline dalam
waktu 1 hari setelah diputus
Rata-rata Capaian 100%




3. Meningkatnya | a. Persentase perkara prodeo yang 50% 0% 0%
M akses diselesaikan
peradilan bagi
masyarakat
miskin dan
terpinggirkan
b. Persentase perkara yang diselesaikan - - -
diluar gedung Pengadilan
c. Persentase Pencari keadilan golongan 100% 100% 100%
tertentu yang mendapat layanan
Bantuan Hukum (Posbakum)
Rata — rata Capaian 100%
4 Meningkatnya | Persentase putusan perkara perdata yang 99,60% 46% 46,18%
kepatuhan ditindaklanjuti (dieksekusi)
terhadap
putusan
pengadilan
Rata-rata capaian 46,18%
Rata-rata capaian sasaran 4 strategis 85,17%
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PENGADILAN NEGERI TANJUNG BALAI KARIMUN

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI TANJUNG BALAI KARIMUN

NOMOR : W4.U9/20 VKP.05.10/1/2019

Tentang

PENUNJUKAN TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)
TAHUN 2018 PENGADILAN NEGERI TANJUNG BALAI KARIMUN

Menimbang

Mengingat

KETUA PENGADILAN NEGERI TANJUNG BALAI KARIMUN

: a. Bahwa dalam rangka tertib administrasi serta kelancaran dalam penyusunan Laporan

Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LKjIP) Tahun 2018 maka dipandang perlu
menyusun Tim Penyusun LKjIP Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun Tahun
2018 ;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam poin a tersebut
diatas, maka perlu diatur dengan diterbitkan Surat Keputusan Tim Penyusun Laporan
Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun Tahun
2018 dengan susunan sebagaimana terlampir.

c. Bahwa dengan pertimbangan point a dan b tersebut diatas, perlu diatur dengan

ditertibkan surat keputusan Tim Penyusun Laporan tersebut dengan susunan
sebagaimana terlampir.

1. UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Peraturan Pemerintah
Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum
sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 49 Tahun 2009;

3. PERPRES RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah;

4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
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